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Abstrak

Kegiatan Bongkar Muat di dermaga petikemas 

Pelabuhan Banjarmasin meningkat sejajar dengan 

perkembangan ekonomi Banjarmasin sehingga dermaga 

petikemas mencapai Berth Occupancy Ratio (BOR) 

70,2% yang telah menggunakan pola operasi 24 jam  (3 

shift) dengan alat yang bekerja 4 unit Container Crane. 

Berdasarkan kondisi ini, dilakukan penelitian yang

ditujukan untuk menganalisa efektifitas penggunaan 

Dermaga Petikemas Pelabuhan Banjarmasin. 

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan 

Laut Nomor : UM.002/38/18/DJPL-II tanggal 5 



Desember 2011 tentang Standar Kinerja Pelayanan 

Operasional Pelabuhan bahwa untuk BOR wilayah 

Banjarmasin maksimal 70%. 

Dari parameter tersebut, menunjukkan bahwa 

kondisi dermaga sudah dalam keadaan melebihi batas 

maksimum. Namun demikian, di wilayah dermaga masih 

memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan 

dilakukan dengan investasi pembangunan dermaga baru 

dimana dari analisa investasinya didapatkan IRR 

17,5046% dan Payback Period 14 tahun sehingga 

investasi penambahan dermaga baru ini feasible 

sedangkan untuk penambahan alat bongkar muat 

(container crane) didapatkan IRR 24,0048% dan Payback 

Period 4 tahun sehingga investasi penambahan alat ini

feasible.

Kata Kunci : Berth Occupancy Ratio (BOR), Dermaga 

Petikemas, Payback Period, Internal Rate of Return (IRR)
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Abstract

Loading and unloading activities at the Port of 

Banjarmasin increase as the economic developments,  

that Berth Occupancy Ratio (BOR) reach 70.2% who 

already use patterns of 24-hour operations (3 shifts) and

already use equipment that work 4 units of Container 

Crane. Under these conditions, carried out research 

aimed to analyze the effectiveness of the use of Wharfs 

Container Port of Banjarmasin. Based on the decision of 

the Director Jenderal Perhubungan Laut Number: 

UM.002 / 38/18 / DGLT-II dated December 5, 2011 about 



Port Operational Performance Standards Service that for 

BOR Banjarmasin region maximum is 70%.

From these parameters, indicating that the 

condition of the wharf already exceeds the maximum 

limit. However, in wharf area still has the potential to be 

developed. The development with the construction of the 

new wharf which the investment analysis obtained IRR = 

17.5046% and payback period is 14 years, so that the 

addition of investment is feasible, while the new 

equipment additions (container cranes) obtained IRR = 

24.0048% and Payback Period is 4 years so the addition 

of this equipment is a feasible investment.

Key Word : Berth Occupancy Ratio (BOR), Container 

Wharf, Payback Period, Internal Rate of Return (IRR)
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

PT Pelindo III (Persero) mengelola 19 

(sembilan belas) cabang dengan 43 (empat puluh 

tiga) pelabuhan dan 6 (enam) anak perusahaan. Dari 

19 cabang tersebut, Pelabuhan Cabang Banjarmasin 

merupakan cabang kelas satu dan menjadi pintu 

gerbang perekonomian di wilayah Kalimantan 

Selatan. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pelabuhan Banjarmasin sebelumnya hanya 

bisa beroperasi 8 jam karena faktor kedalaman alur 

sungai Barito yang mengandalkan air pasang serta 

minimnya fasilitas dermaga untuk kapal sandar. Arus 

petikemas dari tahun ke tahun terus mengalami 

peningkatan. PT Pelindo III (Persero) Cabang 

Banjarmasin telah memiliki fasilitas dermaga 

petikemas (TPKB) dengan panjang 240m hanya 

mampu menampung 2 berth untuk kapal 5000 DWT.
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Tabel 1.1 Utilitas Fasilitas Pelabuhan Cabang 

Banjarmasin

1 THN S.D TRW II 2012 2013 7/5 7/6
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A Dermaga
1 Dermaga Petikemas

1). BOR % 67,50          67,50          65,10          59,50        88,15  91,40   
2). BTP T/M 92,00          92,00          108,00        111,00      120,65 102,78

NO URAIAN SAT
REALISASI S.D TRW IIRKAP TAHUN 2013 TREND (%)

Sumber : Laporan Manajemen PT Pelindo III (Persero) Cabang 

Banjarmasin

Realisasi Berth Occupancy Rate (BOR) 

sampai dengan triwulan II di dermaga petikemas 

TPKB tercapai sebesar 59,50 atau 88% dari anggaran 

yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan tingkat 

pemakaian dermaga di Terminal Petikemas 

Banjarmasin sudah optimal dengan pola sandar kapal 

windows system (pola terjadwal) Banjarmasin –

Surabaya dan Banjarmasin - Jakarta.

Realisasi Berth Troughtput (BTP) di 

dermaga petikemas TPKB Triwulan II Tahun 2013 

tercapai sebesar 111 Teus/M atau 120.7% dari 

anggaran. Hal ini disebabkan karena meningkatnya 

arus petikemas yang lewat di dermaga Terminal 

Petikemas Banjarmasin.

Oleh karena itu, perlu adanya penambahan 

proyek investasi yaitu pembangunan dermaga 

petikemas untuk meningkatkan Berth Occupancy 
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Rate (BOR). Dengan target waiting time for 

container berth 0,40 jam, target produktifitas 

Bongkar/ Muat Terminal Petikemas 

25Box/Ship/Hour, dan target efektifitas tambatan 

73,33 jam.

Beberapa penambahan investasi akan 

dilaksanakan PT Pelindo III (Persero) Cabang 

Banjarmasin. Diantaranya perpanjangan dermaga 

petikemas sepanjang 265m x 36,5 m dengan struktur 

beton, dengan nilai proyek mencapai Rp 78,49 miliar 

agar nilai Berth Occupancy Rate (BOR) dapat 

tercapai.

Gambar 1.1 Lokasi Dermaga

(www.google-earth.com)
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1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, 

rumusan permasalahan yang muncul adalah untuk 

mendapatkan target BOR dermaga petikemas di 

Pelabuhan Banjarmasin terdapat investasi 

penambahan dermaga petikemas sehingga perlu 

dianalisa secara teknik dan finansial apakah investasi 

penambahan dermaga tersebut feasible?

1.3. TUJUAN PENULISAN

Tugas Akhir ini bertujuan untuk 

mendapatkan nilai Internal Rate of Return (IRR) dan 

Payback Period Investasi proyek pembangunan

dermaga petikemas di PT Pelabuhan Indonesia III 

(Persero) Cabang Banjarmasin.

1.4. BATASAN MASALAH

1. Lokasi studi adalah Banjarmasin, dermaga khusus 

Petikemas, dan sumber dana untuk investasi 

adalah dari perusahaan;

2. Nilai investasi didapatkan dari Rencana Jangka 

Panjang Perusahaan (RJPP) PT Pelabuhan 

Indonesia III (Persero) Cabang Banjarmasin;

3. Pada Tugas Akhir ini hanya menghitung aspek

teknik dan finansial.
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4. Bahwa penambahan dermaga petikemas ini, akan 

mempengaruhi dampak terhadap lingkungan. 

Namun dalam tugas akhir ini tidak dibahas.

1.5. MANFAAT

Selain memahami ilmu investasi, hasil studi 

ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menjadi 

bahan pertimbangan investasi.
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7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Proyek

Suatu aktivitas dinamakan proyek bila 

memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mempunyai  suatu titik tolak (starting point) 

dan suatu titik akhir (ending point). Jadi 

memiliki awal dan akhir.

2. Seluruh aktifitas itu menggunakan berbagai 

sumber daya untuk mendapatkan manfaat 

(benefit).

3. Mengeluarkan sejumlah uang sejumlah uang 

dengan harapan untuk mendapatkan hasil 

(returns) di waktu yang akan datang dan yang 

dapat direncanakan, untuk dapat dibiayai dan 

dilaksanakan.

4. Mencapai suatu tujuan (objective).

5. Biaya-biaya maupun hasilnya dapat diukur.

2.2. Pengertian Dermaga

Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan 

yang digunakan untuk merapat dan menambatkan 

kapal yang melakukan bongkar muat barang dan 
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menaik-turunkan penumpang. Di dermaga juga 

dilakukan kegiatan untuk mengisi bahan bakar 

untuk kapal, air minum, air bersih, saluran untuk air 

kotor/limbah yang akan diproses lebih lanjut di 

pelabuhan (Soejono Kramadibrata, 2001). 

2.3. Pemahaman tentang Investasi

Investasi adalah suatu keputusan yang diambil 

oleh seseorang untuk mengalokasikan sumber daya 

yang berupa sejumlah dana yang ia miliki saat 

sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan atau meningkatkan nilai sumber daya 

tersebut dikemudian hari (Ir. Kuswandi, MBA, 

2006).

Bagi perusahaan, investasi mempunyai 

pengertian sebagai suatu keputusan (commitment) 

yang diambil oleh manajemen untuk 

mengalokasikan sumber daya perusahaan yang 

didasarkan atas pertimbangan yang sejalan dengan 

sasaran jangka panjang (kebijakan manajemen) 

dengan tujuan memaksimalkan nilai atau kekayaan 

perusahaan di masa mendatang.

Untuk memulai suatu usaha, suatu proyek 

tentu memerlukan modal baik berasal dari dana 
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sendiri maupun dana dari luar (pinjaman dari bank 

atau yang lain). Modal investasi adalah dana yang 

disediakan untuk pengadaan modal yang bersifat 

fisik dan bukan fisik, yang mana modal tersebut 

akan terkait menjadi aset (harta) (Ir. Kuswandi, 

MBA, 2006).

Keputusan untuk berinvestasi dapat dilakukan 

baik sebelum memulai usaha baru maupun di 

tengah-tengah usaha yang sedang berjalan.

Keputusan investasi oleh perusahaan biasanya 

bertujuan :

a. Mempertahankan atau menjaga tingkat 

produktifitas perusahaan di masa mendatang 

agar tetap berada pada tingkat produktifitas 

saat ini.

b. Meningkatkan pendapatan atau keuntungan 

perusahaan dengan penghematan biaya dan 

atau peningkatan produktifitas.

c. Meningkatkan produksi, pengembangan 

produk baru, peningkatan nilai tambah produk 

dalam usaha meningkatkan pendapatan atau 

keuntungan perusahaan dengan cara, 

diantaranya memperluas pasar karena ada 
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kemungkinan untuk memanfaatkan atau 

menciptakan peluang pasar.

d. Melaksanakan ketentuan undang-undang 

lingkungan (AMDAL), standar industri, 

berkaitan dengan faktor keamanan perusahaan, 

kesejahteraan dan perbaikan moral karyawan, 

memperbaiki citra perusahaan di mata 

masyarakat, dsb.

2.4. Tahapan Penilaian Alternatif Investasi

Sebuah rencana investasi seharusnya diawali 

dengan suatu evaluasi kelayakan terhadap rencana 

investai tersebut. Selanjutnya Levy dan Sarnat 

(1990 : 25) mengemukakan siklus perencanaan 

proyek investasi sebagai berikut :
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Gambar 2.1 Siklus Perencanaan Proyek Investasi 

menurut Levy dan Sarnat 

2.5. Aspek dalam Studi Kelayakan Investasi

Studi kelayakan atas rencana investasi harus 

dilakukan untuk semua aspek terkait sehingga 

keputusan investasi yang dibuat adalah didukung 

oleh kelayakan dari semua aspek yang terkait, dan 
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tidak hanya karena kelayakan aspek finansialnya 

saja. Terdapat aspek yang harus dicakup oleh suatu 

studi kelayakan investasi antara lain :

a. Aspek Finansial

Studi mengenai aspek finansial merupakan 

aspek kunci dari suatu studi kelayakan. 

Dikatakan demikian, karena sekalipun aspek 

lain tergolong layak, jika studi aspek finansial 

memberikan aspek yang tidak layak, maka 

usulan proyek akan ditolak karena tidak akan 

memberikan manfaat ekonomi. Studi aspek 

finansial ini paling tidak mencakup hal sebagai 

berikut :

a) Kjian terhadap jumlah dana yang 

diperlukan, baik untuk keperluan investasi 

awal maupun untuk kebutuhan modal kerja.

b) Kajian terhadap sumber dana.

c) Proyeksi arus kas yang merinci rincian 

prospek arus kas masuk dan prospek arus 

kas keluar. Proyeksi arus kas berguna 

sebagai landasan untuk melakukan analisis 

kelayakan finansial dengan menggunakan 

berbagai metode seperti payback period, 

Net Present Value (NPV), Profitability 
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Index (PI), Internal Rate of Return (IRR), 

Average Rete of Return (ARR), Benefit 

Cost Ratio (BCR).

d) Penyusunan laporan keuangan proforma, 

dilengkapi dengan analisis sumber dan 

penggunaan dana serta analisis titik impas 

(break even point, BEP).

e) Kajian pengaruh indikator ekonomi makro 

terhadap kelayakan keuangan proyek, baik 

terhadap arus kas masuk dan arus kas 

keluar.

b. Aspek Ekonomi dan Sosial

Studi aspek ekonomi dan sosial ini bertujuan 

untuk mengemukakan pengaruh positif proyek 

terhadap perekonomian dan masyarakat sekitar 

proyek. Pengaruh terhadap perekonomian 

perlu dilihat dari sisi lokal, regional, dan 

nasional. Kajian paling tidak harus 

mengemukakan hal-hal berikut :

a) Pengaruh proyek terhadap penerimaan 

negara, antara lain mencakup Pajak 

Pertambahan Nilai (PPn), pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Impor, dan Pajak 

Ekspor.
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b) Kontribusi proyek terhadap penerimaan 

pajak daerah dan retribusi daerah.

c) Kontribusi proyek terhadap penghematan 

devisa impor serta peningkatan penerimaan 

devisa hasil ekspor.

d) Jasa-jasa umum yang dapat dinikmati 

manfaatnya oleh masyaraat, seperti sarana 

jalan, tenaga listrik, sarana pemeliharaan 

kesehatan dll.

c. Aspek Pasar dan Pemasaran

Studi aspek pasar dan pemasaran penting 

artinya dalam studi kelayakan, karena studi ini 

akan merinci potensi penerimaan (arus kas 

masuk) selama usia ekonomi proyek. 

Disamping itu, studi pasar akan memberikan 

gambaran mengenai intensitas persaingan, 

informasi tentang kebutuhan keinginan 

konsumen, pendapatan rata-rata calon 

konsumen, ketersediaan saluran distribusi, dan 

kondisi sarana angkutan. 

d. Aspek Teknik dan Produksi

Studi mengenai aspek teknis dan produksi ini 

sifatnya sangat strategis, sebab berkaitan 

dengan kapasitas proyek, lokasi, tata letak alat 
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prduksi, bentuk bangunan, kajian atas bahan 

dan sumberny, desain produk dan analisis 

biaya produksi. Aspek teknik dan produksi 

meliputi :

a) Kapasitas alat produksi.

b) Studi alternatif lokasi, dan usulan lokasi 

yang representatif. Usulan pemilihan lokasi 

itu sebaiknya dilengkapi dengan 

pertimbangan teknis ekonomis.

c) Studi harus menjelaskan apakah tenaga ahli 

yang diperlukan tersedia di lokasi atau 

tidak.

d) Apakah di lokasi proyek mudah 

mendapatkan bahan baku.

e) Studi dampak lingkungan.

e. Aspek Hukum

Studi aspek hukum harus mampu menjelaskan 

berbagai hal yang berkaitan dengan masalah 

ligitasi, kesepakatan-kesepakatam, hubungan 

industial, perijinan, statuta perusahaan, desain 

mengenai hak dan kewajiban pendiri, 

pemegang saham, tim manajemen, dan 

karyawan.
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f. Aspek Organisasi dan Manajemen

Studi mengenai aspek organisasi dan 

manajemen penting artinya, terutama dalam 

kaitannnya dengan :

a) Perumusan organisasi dan uraian tugas 

serta tata kerja selama proyek dalam 

pembangunan.

b) Perumusan organisasi, uraian tugas, dan 

tata kerja serta hak dan kewajiban setiap 

individu organisasi setelah proyek selesai 

dan memasuki fase komersial.

2.6. Permasalahan Investasi

Pelaksanaan setiap investasi yang dipilih 

haruslah membawa manfaat atau benefit. Untuk 

menetukan ada tidaknya serta tingkat benefit 

tersebut kita perlu membandingkan “arus uang 

masuk” dari proyek tersebut dengan “arus uang 

keluar” untuk proyek tersebut. Permasalahan timbul 

karena biaya-biaya (pengorbanan sumber daya) 

yang timbul sebagai akibat keputusan investasi 

dikeluarkan pada saat ini sedangkan hasilnya baru 

akan diterima atau dinikmati dimasa mendatang. 

Menurut Ir. Kuswandi, MBA (2006) investasi 

digolongkan sebagai berikut :
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2.6.1. Jenis-jenis investasi

Ditinjau dari nilai dan sifatnya investasi 

dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu dari lamanya 

proyek, besarnya nilai investasi, sifat keuntungan, 

dan tingkat ketergantungan.

a. Golongan I (berdasarkan lamanya proyek)

 Proyek jangka pendek (sama atau dibawah 

satu tahun)

 Proyek jangka menengah (satu tahun)

 Proyek jangka panjang (lebih dari satu tahun)

b. Golongan II (berdasarkan besarnya nilai 

investasi)

 Proyek kecil

 Proyek sedang

 Proyek Besar

c. Golongan III (berdasarkan sifat keuntungan)

 Mempertahankan tingkat produksi

 Penghematan biaya (efisiensi & 

produktifitas)

 Pengembangan produk atau aktifitas

d. Golongan IV (berdasarkan tingkat 

ketergantungan)
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 Proyek yang saling terkait (Dependent 

Project)

 Proyek yang tidak saling terkait (Independent 

Project)

 Saling meniadakan (Mutual Exclusive)

Berdasarkan jenis investasinya dalam Tugas Akhir 

ini untuk penambahan dermaga petikemas 

Pelabuhan Banjarmasin termasuk Golongan II 

(Proyek sedang).

2.6.2. Tujuan Analisis Kelayakan Investasi

Tujuan analisis keekonomian proyek atau 

penanaman modal adalah untuk memilih dari 

berbagai alternatif investasi yang ada itu mana yang 

paling menguntungkan.

2.6.3. Macam-macam Analisis Kelayakan 

Investasi sesuai dengan Aspek Finansial

Macam-macam analisis investasi terdapat 2 

metode, yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Metode Konvensional 

1. Total Profit (Keuntungan Absolut)

2. Marginal Efficiency of Capital

(MEC)

3. Accounting Rate of Return (ARR)
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4. Payback Period, dll

b. Metode Discounted Cash Flow

1. Net Present Value (NPV)

2. Tingkat Investasi atau Internal Rate 

of Return (IRR)

3. Benefit – Cost Ratio (B-C Ratio)

2.7. Metode Analisis Kelayakan Investasi

Dalam Tugas Akhir ini metode yang dipakai hanya 

Payback Period, dan Internal Rate of Return (IRR) 

yang penjelasannnya menurut Ir. Kuswandi, MBA 

(2006) adalah sebagai berikut :

2.7.1.Payback Period (Masa Pulang Modal)

Metode Payback Period sering juga disebut 

pay-out time atau masa pulang 

(kembalinya) modal, adalah jangka waktu 

yang diperlukan untuk mendapatkan 

kembali jumlah modal yang ditanam. 

Semakin cepat semakin baik, karena 

semakin kecil resiko yang didapat. Jadi 

metode ini menilai proyek penanaman 

modal atas dasar kecepatan kembalinya 

modal yang ditanam pada proyek. 

Perhitungan pengembalian modal 
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didasarkan atas laba bersih ditambah 

penyusutan = Net Cash Flow.

Kriteria kelayakan proyek dengan metode 

payback period adalah sebahai berikut:

a. Proyek dikategorikan sebagai proyek 

yang layak jika masa kembali modal 

lebih pendek daripada usia ekonomis 

proyek.

b. Proyek dikategorikan sebagai proyek 

yang tidak layak jika masa kembali 

modal lebih lama daripada usia 

ekonomis proyek

2.7.2. Internal Rate of Return (IRR)

IRR (internal rate of return) merupakan 

tingkat diskon rate yang menghasilkan 

NPV sama dengan nol. Jika hasil 

perhitungan IRR lebih besar dari discount 

factor, maka dapat dikatakan investasi yang 

akan dilakukan layak untuk dilakukan. Jika 

sama dengan discount factor, dikatakan 

investasi yang ditanamkan akan balik 

modal, sedangkan jika IRR lebih kecil dari 

discount factor maka investasi yang 
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ditanamkan tidak layak. Dengan demikian 

perhitungan besarnya IRR adalah kebalikan

dari perhitungan NPV.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas 

tingkat investasi (IRR) dihitung dengan 

rumus sebagai berikut :

൥ܴܫ ܴ	൥݌% ܽ… %ݍܺ ൩ܾ∆1൩∆2 .............. (2-1)

Dimana :

P% = persen tingkat bunga yang lebih 

kecil daripada perkiraan IRR (dari 

tabel A-2, tabel terlampir)

q% = persen tingkat bunga yang lebih 

besar daripada perkiraan IRR 

(dari tabel A-2, tabel terlampir)

a =   faktor diskon kumulatif untuk p% 

pada n yang sesuai

b =   faktor diskon kumulatif untuk q% 

pada n yang sesuai

Δ1 = a - x

Δ2 = a – b
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Sehingga didapatkan rumus IRR :

IRR = p%+∆ଵ∆ଶ	(ݍ% (%݌−
................................................... (2-2)

2.7.3. Net Present Value

Net Present Value (NPV) atau nilai 

sekarang bersih (Nilai Sekarang Netto = 

NSN) adalah perbedaan antara Nilai 

sekarang Netto (Total Net Cash Flow) 

selama umur proyek dengan nilai sekarang 

dari besarnya investasi (Outlay / Net 

Investment). Dapat juga dikatakan bahwa 

NPV adalah Present Value dari Net Cash 

Flow (selama umur investasi) dikurangi 

Present Value dari Modal yang ditanam.

Langkah-langkah Perhitungan NPV

Menentukan tingkat diskon (discount rate) 

yang akan dipakai dalam perhitungan:

1. Biaya Modal (Cost of Capital).

2. Tingkat keuntungan (rate of return atau 

ROR) yang dikehendaki.
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3. Menghitung Present Value dari Net 

Flows (NCF) dengan tingkat diskon 

tersebut di atas.

4. Menghitung Present Value dari 

besarnya investasi (Net Outlay atau 

NOL).

5. Menghitung NPV = PV NCF – PV NOL

6. NPV > 0 (+), berarti tingkat keuntungan 

(ROR) lebih dari tingkat diskon.

Kriteria : Proyek dapat dipertimbangkan 

bila NPV ≥ 0.

NPV = Net Present Value atau Nilai 

Sekarang Netto (NSN)

2.8. Perbandingan antara IRR (Internal Rate of 

Return) dengan Payback Period

Internal Rate of Return (IRR) adalah tingkat 

penghasilan yang menggambarkan tingkat 

keuntungan dari proyek atau investasi dalam persen 

(%). Sedangkan payback period adalah jumlah 

periode (tahun) yang diperlukan untuk 

mengembalikan (menutup) ongkos investasi awal 

dengan tingkat pengembalian tertentu. Keduanya 

saling berkaitan sehingga IRR dan Payback Period 
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perlu dihitung dalam analisa ini, namun keduanya 

mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-

masing yang menurut Ir. Kuswandi, MBA (2006) 

adalah sebagai berikut:

a. Payback Period 

 Kelebihan :

 Modal mudah menggunakannya 

dan menghitungnya.

 Sangat berguna untuk memilih 

proyek yang didasarkan atas masa 

kembalinya modal yang tercepat.

 Informasi masa kembalinya modal 

dapat dipakai sebagai alat prediksi 

risiko ketidakpastian di masa 

mendatang, dimana proyek yang 

memiliki masa kembali modal yang 

lebih singkat diidentifikasi sebagai 

proyek yang memiliki masa 

kembali modal yang relatif lama 

akan memiliki pula risiko masa 

datang yang lebih besar.
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 Masa kembali modal dapat dipakai 

sebagai alat untuk menghitung 

tingkat balikan internal proyek 

(Internal Rate of Return).

 Kelemahan :

 Mengabaikan masalah nilai tunai 

terhadap fungsi waktu.

 Mengabaikan arus kas setelah payback 

period.

 Mengabaikan nilai sisa proyek.

b. Internal Rate of Return (IRR)

 Kelebihan Perhitungan IRR

 Memperhitungkan nilai uang terhadap 

fungsi waktu (time value of money).

 Baik sebagai tolok ukur dalam 

pengambilan keputusan, apabila 

tingkat bunga atas modal atau tingkat 

bunga disyaratkan (required rate of 

return) diketahui.

 Kelemahan Perhitungan IRR

 Dalam menghitung IRR, kita 

mengasumsikan bahwa hasil dari arus 

kas bersih pada setiap tahun 
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diinvestasikan kembali dengan tingkat 

bung a yang cukup sama dengan IRR. 

Dalam kenyataannya hal ini tidak 

benar.

 Cukup sulit penghitungannya karena 

harus dilakukan dengan metode coba-

coba (trial & error).

2.9. Indikator Kinerja Pelayanan Operasional

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal 

Perhubungan Laut nomor : UM.002/38/DJPL-II, 

tanggal 5 Desember 2011 tentang Standar Kinerja 

Pelayanan Operasional Pelabuhan Dermaga 

petikemas di wilayah Banjarmasin dikatakan jenuh 

dengan indikasi :

1. Waiting Time (WT) adalah 2 jam

2. Approach Time (AT) / Waktu Pelayanan 

Pemanduan adalah 4 jam

3. Effektive Time dibanding Berth Time (ET : 

BT) adalah 80%

4. Produktivitas Kerja adalah 20 (B/C/H)

5. Berth Occupancy Rate (BOR) untuk wilayah 

Banjarmasin dikatakan jenuh yaitu maksimal 

70%. Semakin sering atau banyak kapal yang 
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sandar di dermaga maka akan semakin besar 

pula BOR-nya, dan kemungkinan terjadinya 

antrian kapal yang akan masuk ke dermaga 

juga semakin tinggi. Perhitungan BOR sebagai 

berikut :

ܱܤ =ܴ 	 (௃௨௠௟௔௛	௄௘ௗ௔௧௔௡௚௔௡	௞௔௣௔௟) (ି௃௨௠௟௔௛	௄௔௣௔௟	்௨௡௚௚௨)
(௃௨௠௟௔௛	௥௔௧௔ି௥௔௧௔	௞௔௣௔௟	௬௚	ௗ௔௣௔௧	ௗ௜௧௔௠௣௨௡௚)	௫	௃௨௠௟௔௛	்௔௠௕௔௧௔௡	௫	ଷ଺ହ	ݔ	100%  

................................................................. (2-3)
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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BAB III

METODOLOGI

Pada bab ini akan di jelaskan bagaimana proses studi 

analisa yang akan dilakukan dari pengumpulan data 

sampai penggambaran perencanaan selesai.

3.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data mencakup jenis dan sumber data 

yang digunakan dalam penelitian dan metode 

perolehan data tersebut.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

data sekunder yang akan digunakan untuk 

menentukan besaran atau nilai dari variabel 

penelitian. Sesuai metode penilaian yang 

digunakan, data penelitian ini terdiri dari :

a. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 

2009-2013

RJPP memuat arah dan pengembangan bisnis, 

serta proyeksi keuangan PT Pelindo III 

Cabang Banjarmasin dalam waktu 5 (lima) 

tahun. Data ini diperoleh dari PT Pelindo III 

Cabang Banjarmasin
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b. Laporan operasional Pelabuhan Banjarmasin 

Realisasi tahun 2012, Anggaran 2013, 

Taksiran Tahun 2013 dan rencana anggaran 

2014.

Data laporan operasional Pelabuhan 

Banjarmasin digunakan untuk mengetahui 

perkembangan kegiatan operasional dan 

kinerja operasional alat produksi sebagai 

bahan untuk melakukan proyeksi arus dan 

produksi Pelabuhan Banjarmasin

c. Laporan keuangan dan laporan manajemen PT 

Pelindo III Cabang Banjarmasin Realisasi 

tahun 2012, Anggaran 2013 dan rencana 

anggaran 2014. Dalam laporan tersebut dapat 

memberikan informasi tentang kinerja 

operasional dan keuangan PT Pelindo III 

Cabang Banjarmasin .

3.3 Metode Perolehan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti 

telah diuraikan sebelumnya diperoleh dengan 

metode  sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Dokumenter 

(documentary)
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Metode dokumenter adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk 

menelusuri data historis. 

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang 

dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun 

informasi yang relevan dengan topik atau 

masalah. Informasi itu dapat diperoleh dari 

buku-buku ilmiah, laporan penelitian, 

karangan-karangan ilmiah, Skripsi dan Tugas 

Akhir, peraturan-peraturan, ketetapan-

ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan 

sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun 

elektronik lain.

3.4 Teknik Analisis

Teknik analisis terhadap penambahan Investasi 

dengan Pembangunan Dermaga Petikemas 

Banjarmasin dengan tahap :

a. Menghitung besarnya Berth Occupancy Rate

(BOR).

b. Menghitung biaya operasional dermaga 

petikemas eksisting.

c. Menghitung Internal Rate of Return (IRR).
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d. Menghitung besarnya pengembalian modal 

invstasi (Payback Period

Dari 4 teknik analisis di atas maka akan didapatkan 

nilai Internal Rate of Return (IRR) dan waktu 

kembalinya modal invstasi (Payback Period)

sehingga dapat mengetahui feasible atau tidaknya 

investasi.

3.5. Diagram Alur Analisis

Diagram alur analisis Perhitungan Penambahan 

Investasi Proyek Pembangunan Dermaga Petikemas 

untuk memenuhi peningkatan kebutuhan 

perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut :
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MULAI

PENGUMPULAN DATA :
- Data Primer :

Arus Kapal, Arus Barang dan Arus Petikemas 
setiap tahun

- Data Sekunder :
Pendapatan pertahun untuk dermaga eksisting 
(Dermaga petikemas yang telah ada)

STUDI LITERATUR
1. Pelabuhan
2. Investasi
3. Ketentuan Operasional Dermaga

A
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Gambar 3.1. Diagram Alur Analisis

ANALISIS :

1. Menghitung Berth Occupancy Ratio (BOR) 
(dalam 5 th kedepan)

2. Menghitung Pendapatan (setelah penambahan 
investasi)

3. Internal Rate of Return (IRR)  : 
IRR = p%+

4. Payback Period (Masa kembalinya modal)

MENGUNTUNGKAN

TIDAK

YA

SELESAI

A
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BAB IV

ANALISIS INVESTASI

4.1. Kondisi eksisting Dermaga Petikemas di 

Pelabuhan Banjarmasin pada Tahun 2013

Data-data pada dermaga eksisting tahun 2013 

adalah sebagai berikut :

 Arus petikemas pada tahun 2013 sebanyak 

387.954 Box dan 428.478 Teus.

 Jumlah kapal sandar pada tahun 2013 yaitu 

1.199 Unit atau 7.207.642 GT.

 Arus Barang pada tahun 2013 yaitu 2.173 

Teus.

 Untuk pelayanan kapal petikemas sampai 

tahun 2013 waktu putar kapal atau Turn 

Around Time (TRT) sebesar 44 jam 

(semakin kecil TRT, maka semakin baik).

 Untuk produktivitas bongkar muat 

petikemas adalah 24 B/C/H dan 25 B/S/H.

 Berth Occupancy Rate (BOR) dermaga 

adalah sebesar 70,2 %

 Berth Throughput (BTP) adalah sebesar 

111 Teus/M.
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Dari data tersebut di atas, perlu adanya investasi 

penambahan dermaga petikemas beserta peralatan 

penunjang kegiatan operasional untuk meningkatkan 

BOR. Kondisi eksisting dermaga petikemas telah terdapat 

alat bongkar muat yaitu Container Crane sebanyak 4 unit 

dengan panjang dermaga 240m dan jumlah kapal yang 

sandar adalah 2 berth. Sehingga apabila terdapat 

penambahan alat bongkar muat saja maka tidak bisa 

efektif. Berikut adalah foto kondisi eksisting dermaga 

petikemas Pelabuhan Cabang Banjarmasin :

Gambar 4.1 Foto Kondisi Eksisting Dermaga Petikemas
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Gambar 4.2 Foto Kondisi Eksisting Dermaga Petikemas

Berdasarkan data Rencana Jangka Panjang Perusahaan 

nilai investasi penambahan dermaga di Pelabuhan Cabang 

Banjarmasin adalah Rp. 86.500.000.000,- dan untuk nilai 

investasi alat Rp. 200.000.000.000,- sebagaimana data 

dibawah ini :
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Gambar 4.3 Data Rencana Jangka Panjang Perusahaan 

tahun 2009-2013
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4.2. Asumsi Perhitungan Biaya Operasional 

Dermaga Petikemas Eksisting dalam 1 tahun

Pola Operasi Dermaga Petikemas Eksisting adalah 

24 jam (3 shift). Adapun perhitungan biaya 

operasional dermaga per bulan sebagai berikut :

Diketahui data bulan Desember 2013 sebagai 

berikut :

 Kunjungan Kapal : 75 unit

 GT Kapal rata-rata : 4.209

 Jumlah Bongkar / Muat Petikemas : 31.556 

Box 

 Jumlah Petikemas Muat :16.004 Box

 Jumlah Petikemas Bongkar : 15.552 Box

a. Pendapatan Jasa Kapal 

o Tarif Paket Tambat/GT/Etmal

Dengan Komponen :

 Labuh

 Tambat

 Pandu

 Tunda

Jadi Pendapatan yang diperoleh per bulan : 

= Rp. 2.965.387.895,-
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o Tarif Paket Handling Jasa Alat Rp. 

239.500,- / box

Dengan Komponen :

 Haulage

 Lift On / Off

 TKBM / box

 BBM

Jadi Pendapatan (alat) yang diperoleh per 

bulan : 

Rp. 239.500 x 34.869 

= Rp. 8.351.125.500,-

b. Biaya Operasional Dermaga

 Biaya Pegawai :  Orang (3 shift)

Tabel 4.1 Biaya pegawai untuk Operasional Dermaga

NO URAIAN
JUMLAH 

PERSONAL
BESARAN JUMLAH

1 Petugas 
Adm 7 5,500,000 / bulan 38,500,000

2 Foreman 5 2,500,000 / bulan 37,500,000
JUMLAH 12 4,500,000 / bulan 76,000,000

Sumber : Peraturan Direksi PT Pelindo III tentang Gaji Pokok 

Pegawai
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 Biaya Administrasi dll (5% pendapatan) :

5% x Rp. 2.965.387.895,-

= Rp. 148.269.395,-

 Biaya pemeliharaan (2% pendapatan) :

2% x Rp. 2.965.387.895,-

= Rp. 59.307.758,-

 Biaya Asuransi (0.5% investasi) :

0.5% x Rp. 86.500.000.000,- / 12

= Rp. 36.041.667,-

 Biaya Penyusutan :

Rp. 86.500.000.000,- / 50 /12

= Rp. 144.166.667,-

 Biaya Pemeliharaan kolam

(Rp. 83.807 x 3.70) / 12  = Rp. 

310.160.319,-

 Jadi total biaya operasional :

= Rp. 76.000.000 + Rp.  148.269.395 +                        

Rp. 59.307.758 + Rp. 36.041.667 +                                 

Rp. 144.166.667 + Rp. 310.160.319,-

= Rp. 773.945.805,-

 Laba yang didapat per bulan :

= Pendapatan – Biaya Operasional 
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= Rp. 2.965.387.895 - Rp. 773.945.805

= Rp. 2.191.442.090,-

 Asumsi Pendapatan kotor dalam 1 tahun :

: Rp. 2.191.442.090 x 12

: Rp. 26.297.305.079,-

 Pajak :

: 25% x Pendapatan per tahun

: 25% x  Rp. 26.297.305.079,-

: Rp. 6.574.326.270,-

 Asumsi Pendapatan bersih dalam 1 tahun :

= Rp. 26.297.305.079,00 – Rp. 

6.574.326.270,00

= Rp. 19.722.978.809,00

c. Biaya Operasional Alat (Container Crane)

 Biaya Pegawai :  Orang (3 shift)

Tabel 4.2 Biaya pegawai untuk Opersional Alat

NO URAIAN
JUMLAH 

PERSONAL
BESARAN JUMLAH

1 Operator 
CC 6 2,600,000 / bulan 15,600,000

2 Pembantu 
Operator 18 1,500,000 / bulan 27,000,000

JUMLAH 24 4,100,000 / bulan 42,600,000
Sumber : Peraturan Direksi PT Pelindo III tentang Gaji Pokok 

Pegawai



43

 Biaya Bahan untuk Operasional Container 

Crane :

Rata-rata Konsumsi BBM per jam : 60 

Liter

Biaya BBM Per Liter : Rp. 9.750,-

Jumlah jam Operasi : 20 jam

 Biaya BBM Container Crane 

= Rp. 9.750 x 60 ltr/jam x 20 jam x 30 hari 

x 2

= Rp. 702.000.000,-

 Oli dan Pelumas = Rp. 1.640.000,-

 Lube Oil Consumption= 1 liter x 20 jam 

x Rp. 17.500 x 2 = Rp. 700.000,-

 Pemakaian Oli Mesin = 0,1 liter x 20 

jam x Rp. 35.000 x 2 = Rp. 140.000,-

 Pemakaian Oli Hydraulis = 0.33 

liter x 20 jam x Rp. 60.000 x 2 = Rp. 

800.000,-

 Biaya Penggantian Sparepart

= 5% x Investasi / 12

= 5% x Rp. 200.000.000.000,- / 12

= Rp. 833.333.333,-

 Biaya Administrasi dll (0,5% pendapatan) : 
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0,5% x Rp. 8.351.125.500,-

= Rp. 41.755.628,-

 Biaya pemeliharaan (2% pendapatan) :

2% x Rp. 8.351.125.500,-

= Rp. 13.918.543,-

 Biaya Asuransi (1% pendapatan) :

1% x Rp. 8.351.125.500,-

= Rp. 166.666.667,-

 Biaya Penyusutan : 

Investasi / Umur Ekonomis / 12

= Rp. 200.000.000.000,- / 30 / 12

= Rp. 1.111.111.111,-

 Jadi total biaya operasional : 

= Rp. 42.600.000 + Rp. 702.000.000 +                         

Rp. 1.640.000 + Rp. 833.333.333 + Rp. 

41.755.628 +   Rp. 13.918.543 + Rp. 

166.666.667 + Rp. 1.111.111.111

= Rp. 2.913.025.281,-

d. Laba yang didapat per bulan :

= Pendapatan – Biaya Operasional 

= Rp. 8.351.125.500 - Rp. 3.040.825.281 

= Rp. 5.438.300.219,-
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e. Asumsi Pendapatan kotor dalam 1 tahun :

Rp. 5. 438.300.219 x 12

= Rp. 65.257.202.626,-

f. Pajak : 25% x Pendapatan per tahun

= 25% x  Rp. 65.257.202.626,-

= Rp. 16.314.300.656,-

g. Asumsi Pendapatan Jasa Handling Alat bersih 

dalam 1 tahun :

= Rp. 65.257.202.626,00 – Rp. 

16.314.300.656,00

= Rp. 48.942.901.970,00

4.3. Kebutuhan Investasi

Untuk kebutuhan penambahan investasi 

dermaga petikemas, dari data rencana jangka 

panjang perusahaan PT Pelabuhan Indonesia 

III (Persero) adalah lebar 36,5m dan panjang 

265m dengan kapasitas 2 berth. Dan 

penambahan alat bongkar muat Container 

Crane sebanyak 2 unit.
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4.4. Nilai Investasi

Lokasi proyek penambahan dermaga petikemas

berada di lingkungan kerja PT Pelabuhan Indonesia 

III (Persero) sehingga tidak memerlukan biaya 

lahan atau tanah, untuk modal investasi hanya 

memperhitungkan kebutuhan biaya dermaga dan 

alat, yang nilai investasinya sudah tertuang dalam 

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 

2009-2013 PT Pelindo III Cabang Banjarmasin 

pada gambar 4.3 di atas maka total investasi 

penambahan dermaga dan alat bongkar muat adalah 

:

Rp. 86.500.000.000 + Rp. 200.000.000.000 =                           

Rp. 286.500.000.000,-

4.5. Analisis Investasi Penambahan Dermaga Baru 

sesuai dengan Aspek Finansial

4.5.1. Metode Internal Rate of Return (IRR)

IRR (internal rate of return) merupakan 

tingkat diskon rate yang menghasilkan 

NPV sama dengan nol. Jika hasil 

perhitungan IRR lebih besar dari discount 

factor, maka dapat dikatakan investasi yang 
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akan dilakukan layak untuk dilakukan. Jika 

sama dengan discount factor, dikatakan 

investasi yang ditanamkan akan balik 

modal, sedangkan jika IRR lebih kecil dari 

discount factor maka investasi yang 

ditanamkan tidak layak.

Teknik perhitungan dengan IRR banyak 

digunakan dalam suatu analisis investasi, 

namun relatif sulit untuk ditentukan karena 

untuk mendapatkan nilai yang akan 

dihitung diperlukan suatu 'trial and error' 

hingga pada akhirnya diperoleh tingkat 

bunga yang akan menyebabkan NPV sama 

dengan nol. IRR dapat didefinisikan 

sebagai tingkat bunga yang akan 

menyamakan present value cash inflow 

dengan jumlah initial investment dari 

proyek yang sedang dinilai.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

memiliki discount factor yaitu 9,75%. 

Sehingga untuk menganalisa proyek 

penambahan dermaga di Pelabuhan 

Banjarmasin dengan menggunakan metode 
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Internal Rate of Return (IRR) nilainya 

harus lebih besar dari 9,75%. Untuk 

menghitung IRR, dengan asumsi kondisi 

arus kas yang tetap setiap tahunnya maka 

menggunakan cara sebagai berikut :

൥ܴܫ ܴ	൥݌% ܽ… %ݍܺ ൩ܾ∆1൩∆2	 .....................(4 -1)

Dimana :

P% = persen tingkat bunga yang lebih 

kecil daripada perkiraan IRR (dari 

tabel A-2)

q% = persen tingkat bunga yang lebih 

besar daripada perkiraan IRR (dari 

tabel A-2)

a = faktor diskon kumulatif untuk p% 

pada n yang sesuai

b =   faktor diskon kumulatif untuk q% 

pada n yang sesuai

Δ1 = a - x

Δ2 = a – b
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Sehingga didapatkan rumus IRR :

IRR= p% + ∆ଵ∆ଶ	(݌−%ݍ%) ............ (4 – 2)

Dari persamaan tersebut di atas, maka 

untuk mencari nilai IRR pada Tugas akhir 

ini adalah sebagai berikut :

Diketahui :

Io = Rp. 86.500.000.000,00

A = Rp. 19.722.978.809,00

n = 30

i = 9,75%

Dimana :

Io = Nilai Investasi awal

A = Arus Kas

n = Umur Ekonomis

i = Discount rate (PT Pelindo III)

 LANGKAH PERTAMA

Menghitung nilai payback period :

X = Io/A

= Rp. 86.500.000.000 /

Rp. 19.722.978.809

= 4,357
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 LANGKAH KEDUA

Lihat daftar tabel A-2 (pada lampiran)

mencari faktor pengurang kumulatif 

pada n = 30 yang mendekati (lebih besar 

dan lebih kecil) daripada X pada nomor 

4.4.1 diatas.

Dari tabel A-2 didapatkan nilai Present 

Value (PV) yang paling mendekati dari 

nilai payback period adalah :

n 22% 23%

1 ... ...

2 ... ...

3 ... ...

4 ... ...

5 ... ...

dst dst dst

30 4,533 4,339

 LANGKAH KETIGA

Masukkan nilai-nilai yang diperoleh ke 

persamaan 4-1 kemudian ke persamaan 

4-2, dan hasilnya adalah sebagai berikut 

:
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Dengan :

Δ1 = 4,533 - 4,357 = 0,176, dan

Δ2 = 4,533 - 4,339 = 0,194

൥ࡾࡾࡵ	൥૛૛% ૝,૞૜૜? ૝,૜૞ૠ૛૜% ૝,૜૜൩ૢ૙,૚ૠ૟൩૙,૚ૢ૝
IRR = 22% + ૙,૚ૠ૟

૙,૚ૢ૟(23% - 22%)

= 22% + 0.00897

= 22,0089%

IRR pada analisa investasi penambahan 

dermaga petikemas Pelabuhan 

Banjarmasin adalah 22,0089% lebih 

besar dari discount rate PT Pelabuhan 

Indonesia III (Persero) 9,75%, maka 

investasi dikatakan layak/feasible.

4.5.2. PAYBACK PERIOD (MASA 

KEMBALI MODAL)

Perhitungan pengembalian modal 

didasarkan atas laba bersih ditambah 

penyusutan (Net Cash Flow). Pada 

investasi penambahan dermaga petikemas 

Pelabuhan Banjarmasin masa kembali 

modalnya adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.3 Payback Period Penambahan Dermaga 

Petikemas

Tahun Pengeluaran Penerimaan Arus Kas Keterangan
0 -86.500.000.000 -86.500.000.000 
1 -8.650.000.000 19.722.978.809 -75.427.021.191
2 -8.650.000.000 19.722.978.809 -64.354.042.382
3 -8.650.000.000 19.722.978.809 -53.281.063.357
4 -8.650.000.000 19.722.978.809 -42.208.084.763
5 -8.650.000.000 19.722.978.809 -31.135.105.954
6 -8.650.000.000 19.722.978.809 -20.062.127.145
7 -8.650.000.000 19.722.978.809 -8.989.148.336

8 -8.650.000.000 19.722.978.809 2.083.830.473 Masa modal 
kembali

9 -8.650.000.000 19.722.978.809 13.156.809.282
10 -8.650.000.000 19.722.978.809 24.229.788.091
11 -8.650.000.000 19.722.978.809 35.302.766.900
12 -8.650.000.000 19.722.978.809 46.357.745.710
13 -8.650.000.000 19.722.978.809 57.448.724.519
14 -8.650.000.000 19.722.978.809 68.521.703.328
15 -8.650.000.000 19.722.978.809 79.594.682.137

Sumber : Analisis Perhitungan Payback Period

Jadi masa kembalinya modal (Payback Period) 

pada investasi penambahan dermaga petikemas 

Pelabuhan Banjarmasin adalah pada tahun ke 8.
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4.6. Analisis Investasi Penambahan Alat Bongkar 

Muat (Container Crane) sesuai dengan Aspek 

Finansial

4.6.1. Metode Internal Rate of Return (IRR)

IRR (internal rate of return) merupakan 

tingkat diskon rate yang menghasilkan 

NPV sama dengan nol. Jika hasil 

perhitungan IRR lebih besar dari discount 

factor, maka dapat dikatakan investasi 

yang akan dilakukan layak untuk 

dilakukan. Jika sama dengan discount 

factor, dikatakan investasi yang 

ditanamkan akan balik modal, sedangkan 

jika IRR lebih kecil dari discount factor 

maka investasi yang ditanamkan tidak 

layak.

Teknik perhitungan dengan IRR banyak 

digunakan dalam suatu analisis investasi, 

namun relatif sulit untuk ditentukan 

karena untuk mendapatkan nilai yang 

akan dihitung diperlukan suatu 'trial and 

error' hingga pada akhirnya diperoleh 

tingkat bunga yang akan menyebabkan 
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NPV sama dengan nol. IRR dapat 

didefinisikan sebagai tingkat bunga yang 

akan menyamakan present value cash 

inflow dengan jumlah initial investment 

dari proyek yang sedang dinilai.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

memiliki discount factor yaitu 9,75%. 

Sehingga untuk menganalisa proyek 

penambahan dermaga di Pelabuhan 

Banjarmasin dengan menggunakan 

metode Internal Rate of Return (IRR) 

nilainya harus lebih besar dari 9,75%. 

Untuk menghitung IRR, dengan asumsi 

kondisi arus kas yang tetap setiap 

tahunnya maka menggunakan cara 

sebagai berikut :

൥ܴܫ ܴ	൥݌% ܽ… %ݍܺ ൩ܾ∆1൩∆2	 ..................(4 -1)

Dimana :

P% = persen tingkat bunga yang lebih 

kecil daripada perkiraan IRR (dari 

tabel A-2)
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q% = persen tingkat bunga yang lebih 

besar daripada perkiraan IRR (dari 

tabel A-2)

a = faktor diskon kumulatif untuk p% 

pada n yang sesuai

b = faktor diskon kumulatif untuk q% 

pada n yang sesuai

Δ1 = a - x

Δ2 = a – b

Sehingga didapatkan rumus IRR :

IRR= p% + ∆ଵ∆ଶ	(݌−%ݍ%) ......... (4 – 2)

Dari persamaan tersebut di atas, maka 

untuk mencari nilai IRR pada Tugas akhir 

ini adalah sebagai berikut :

Diketahui :

Io = Rp. 200.000.000.000,00

A = Rp. 48.942.901.970,00

n = 15

i = 9,75%

Dimana :

Io = Nilai Investasi awal

A = Arus Kas
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n = Umur Ekonomis

i = Discount rate (PT Pelindo III)

 LANGKAH PERTAMA

Menghitung nilai payback period :

X = Io/A

= Rp. 200.000.000.000 /                              

Rp. 48.942.901.970

= 4,086

 LANGKAH KEDUA

Lihat daftar tabel A-2 (pada lampiran)

mencari faktor pengurang kumulatif 

pada n = 15 yang mendekati (lebih 

besar dan lebih kecil) daripada X pada 

nomor 4.4.1 diatas.

Dari tabel A-2 didapatkan nilai Present 

Value (PV) yang paling mendekati 

dari nilai payback period adalah :
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n 24% 25%

1 ... ...

2 ... ...

3 ... ...

4 ... ...

5 ... ...

dst dst dst

30 4,160 3,995

 LANGKAH KETIGA

Masukkan nilai-nilai yang diperoleh 

ke persamaan 4-1 kemudian ke 

persamaan 4-2, dan hasilnya adalah 

sebagai berikut :

Dengan :

Δ1 = 4,160 - 4,086 = 0,074, dan

Δ2 = 4,160 - 3,995 = 0,165

൥ࡾࡾࡵ	൥૛૝% ૝,૚૟૙? ૝,૙ૡ૟૛૞% ૜,ૢૢ૞൩૙,૙ૠ૝൩૙,૚૟૞
IRR = 24% + ૙,૙ૠ૝

૙,૚૟૞(25% - 24%)

= 24% + 0.00448

= 24,00448%
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IRR pada analisa investasi 

penambahan dermaga petikemas 

Pelabuhan Banjarmasin adalah 

24,00448% lebih besar dari discount 

rate PT Pelabuhan Indonesia III 

(Persero) 9,75%, maka investasi 

dikatakan layak/feasible.

4.6.2. PAYBACK PERIOD (MASA 

KEMBALI MODAL)

Perhitungan pengembalian modal 

didasarkan atas laba bersih ditambah 

penyusutan (Net Cash Flow). Pada 

investasi penambahan alat bongkar uat 

(Container Crane) Pelabuhan 

Banjarmasin masa kembali modalnya 

adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.4 Payback Period Penambahan alat bongkar 

muat (Container Crane)

Tahun Pengeluaran Penerimaan Arus Kas KETERANGAN

0 -200.000.000.000 -200.000.000.000 
1 -20.000.000.000   48,942,901,970 -58.323.898.030 
2 -20.000.000.001   48,942,901,970 -30.147.796.060 
3 -20.000.000.002   48,942,901,970 -1.971.694.090 

4 -20.000.000.003   48,942,901,970    26,204,407,880 
Masa modal 

kembali
5 -20.000.000.004   48,942,901,970   54,380,509,850 
6 -20.000.000.005   48,942,901,970     82,556,611,820 
7 -20.000.000.006   48,942,901,970   110,732,713,790 
8 -20.000.000.007   48,942,901,970   138,908,815,760 
9 -20.000.000.008   48,942,901,970   167,084,917,730 

10 -20.000.000.009   48,942,901,970   195,261,019,700 
Sumber : Analisis Perhitungan Payback Period

Jadi masa kembalinya modal (Payback Period) 

pada investasi penambahan dermaga petikemas 

Pelabuhan Banjarmasin adalah pada tahun ke 4.
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4.7. ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Terhadap investasi penambahan proyek 

pembangunan dermaga petikemas di Pelabuhan 

Banjarmasin, mengenai perumusan organisasi dan 

uraian tugas serta tata cara kerja setelah proyek 

selesai dan memasuki fase operasi komersial adalah 

sebagai berikut :

 Penambahan jumlah pegawai terhadap 

investasi proyek penambahan dermaga 

petikemas hanya menambahkan jumlah

pegawai sesuai kebutuhan lapangan dengan 

mutasi dari cabang lain. Sedangkan untuk 

struktur organisasi umum perusahaan tetap 

mengikuti struktur organisasi eksisting. 

Kebutuhan jumlah pegawai sebagai berikut :

Tabel 4.5 Kebutuhan Pegawai 

NO URAIAN JUMLAH 
PERSONAL

1 Petugas Lapangan 6
2 Petugas Administrasi 3
3 Security 6
4 Operator CC 12

JUMLAH 27
Sumber : Sispro Operasional Banjarmasin No. 

PJ.01/145/BJM-2007
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Gambar 4.4 Struktur Organisasi Pelabuhan Cabang Banjarmasin tahun 2013
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Pedoman terhadap pegawai lapangan  telah disusun sesuai 

dengan Surat Edaran nomor : SE.60/HM.03/BJM-2010 

tanggal 20 Agustus 2010 tentang Implementasi Pedoman 

Etika dan Perilaku (Code of Conduct).

4.8. ASPEK PEMASARAN

Studi aspek pemasaran penting dalam studi kelayakan 

proyek, karena studi ini merinci potensi penerimaan (arus 

kas masuk) selama usia ekonomis proyek. Dalam investasi  

proyek penambahan dermaga petikemas ini, berdasarkan 

data laporan manajemen tahun 2013 untuk kunjungan kapal 

petikemas di Pelabuhan Banjarmasin adalah 1.199 unit 

dengan kapasitas muatannya 7.207.642 GT angka tersebut 

mengalami kenaikan 1% dari tahun 2012. Sehingga 

proyeksi kunjungan kapal 5 tahun kedepan dengan asumsi 

kenaikan 1% setiap tahunnya. Sedangkan untuk arus 

petikemas dari data laporan manajemen tahun 2013 adalah 

428.478 Teus jika dibandingkan dengan realisasi pada 

tahun 2012 mengalami kenaikan 2%, sehingga untuk 

proyeksi 5 tahun kedapan (2014-2018) diasumsikan 

mengalami kenaikan 2% setiap tahunnya. Dengan demikian 

didapatkan data sebagai berikut :
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Tabel 4.6 Proyeksi Kunjungan Kapal Petikemas di 

Pelabuhan Banjarmasin (tahun 2014-2018)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Kapal 
(Unit)

             
1,199 

                   
1,319 

             
1,451 

             
1,596 

             
1,755 

             
1,931 

Jumlah 
Kapasitas 
Muatan 
(Ribuan GT)

      
7,207,642

            
7,928,406

      
8,721,247

      
9,593,372

    
10,552,709

    
11,607,980

Sumber : AnalisisPerhitungan Kunjungan Kapal

Grafik 4.1 Grafik Proyeksi Kunjungan Kapal Petikemas di 

Pelabuhan Banjarmasin (tahun 2014-2018)

Sumber : AnalisisPerhitungan Kunjungan Kapal

Tabel 4.7 Proyeksi Arus Petikemas di Pelabuhan Cabang 

Banjarmasin (tahun 2014-2018)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Arus 

Petikemas (Teus) 
   
428,478

   
514,174

   
617,008

   
740,410

   
888,492

   
1,066,190

Sumber : AnalisisPerhitungan Arus Petikemas

-
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Grafik 4.2 Grafik Proyeksi Arus Petikemas di Pelabuhan 

Cabang Banjarmasin (tahun 2014-2018)

Sumber : AnalisisPerhitungan Arus Petikemas

4.9. ASPEK TEKNIS DAN PRODUKSI

 Kondisi Eksisting

Dermaga petikemas di Pelabuhan Banjarmasin 

merupakan dermaga untuk bongkar muat petikemas 

yang diatasnya terdapat alat bongkar muat berupa 

Container Crane. Terhadap penambahan dermaga 

petikemas diharapkan mampu menambah Trough

dan meningkatkan produksi sebagaimana.

operasional tahun 2013 pada lampiran 2 jumlah 

kedatangan kapal rata-rata per bulan adalah 75 unit, 

namun kapasitas dermaga hanya mampu melayani 

sandar kapal 35 unit per bulan dengan produksi 1

box/bulan, sehingga terdapat antrian kapal

-
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600,000 
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1,000,000 
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Jumlah Arus Petikemas 
(Teus)

Grafik 4.2 Grafik Proyeksi Arus Petikemas di Pelabuhan 

)

Dermaga petikemas di Pelabuhan Banjarmasin 

bongkar muat petikemas 

atasnya terdapat alat bongkar muat berupa 

erhadap penambahan dermaga 

Troughtput

Dari data 

operasional tahun 2013 pada lampiran 2 jumlah 

per bulan adalah 75 unit, 

namun kapasitas dermaga hanya mampu melayani 

sandar kapal 35 unit per bulan dengan produksi 14.810 

, sehingga terdapat antrian kapal. Oleh 

Jumlah Arus Petikemas 
(Teus)
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karena itu, untuk meningkatkan produksi diperlukan 

penambahan dermaga petikemas. Berikut adalah 

asumsi perhitungan produksi bongkar muat petikemas.

Asumsi produksi bongkar muat petikemas di dermaga 

baru : 

 Kapasitas sandar kapal = 2 unit

 GT per kapal = 3000

 Jumlah Bongkar Muat per kapal = 400 box

 Kapasitas B/M di dermaga = 21 B/S/H

 Probabilitas = 70%

Jadi produksi bongkar muat di dermaga baru :

= 2 berth x 21 B/S/H x 24 jam x 365 hari x 70%

= 257.544 box/tahun

Tabel 4.6 Kapasitas Dermaga

KAPASITAS DERMAGA
BERTH                    2 KAPAL 
GT PER KAPAL             3,000 GT 
JUMLAH B/M PER KAPAL                400 BOX 
HARI 1 TAHUN                365 HARI 
B/S/H                  21 B/S/H 
KAPASITAS B/M KAPAL         367,920 BOX/TAHUN 
PROBABILITAS 70% BOX/TAHUN 
PRODUKSI         257,544 BOX/TAHUN 

Sumber : Sispro Operasional Banjarmasin No. PJ.01/145/BJM-2007

 Asumsi produksi bongkar muat petikemas setelah 

penambahan dermaga baru
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Setelah adanya penambahan dermaga baru produksi 

bongkar muat dapat meningkat dengan perhitungan 

sebagai berikut :

 Produksi bongkar muat petikemas pada dermaga 

eksisting : 14.810 box/bulan x 12 = 177.720 

box/tahun

 Asumsi produksi bongkar muat pada dermaga 

baru :257.544 box/tahun

 Asumsi produksi bongkar muat setelah adanya 

penambahan dermaga baru :

= 177.720 + 257.544

= 435.264 box/tahun

4.10. ASPEK HUKUM

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang 

Kepelabuhanan ini mengatur mengenai Tatanan 

Kepelabuhanan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan serta 

Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan 

Kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan kegiatan di 

pelabuhan, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, 

terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, 

penarifan, pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka 
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bagi perdagangan luar negeri, dan sistem informasi 

pelabuhan.

Setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan 

yang disusun oleh penyelenggara pelabuhan dengan 

berpedoman pada: 

 Rencana Induk Pelabuhan Nasional 

 RTRW provinsi 

 RTRW kabupaten/kota keserasian dan keseimbangan 

dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan, 

kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan, dan 

keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal 

Jangka waktu perencanaan di dalam Rencana Induk 

Pelabuhan harus meliputi: 

 Jangka panjang, yaitu diatas 15 tahun sampai dengan 20 

tahun.

 Jangka menengah, yaitu diatas 10 tahun sampai dengan 

15 tahun.

 Jangka pendek, yaitu 5 tahun sampai dengan 10 tahun.

Terhadap proyek penambahan dermaga petikemas terdapat 

ketentuan-ketentuan serta peraturan terhadap operasional. 

Ketentuan-ketentuan dan peraturan tersebut menyesuaikan 

dengan dermaga petikemas eksisting. Adapun ketentuan-

ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :
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 Surat Edaran nomor : SE.71/HM.03/BJM-2010 tanggal 

29 September 2010 tentang Ketentuan Pelayanan 

Bongkar Muat di Terminal Petikemas Banjarmasin.

 Keputusan General Manager PT (Persero) Pelabuhan 

Indonesia III Cabang Banjarmasin nomor : 

PJ.01/145/BJM-2007 tentang Sistem dan Prosedur 

Operasional Pelayanan Jasa Kapal dan Bongkar Muat 

Barang di PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

Cabang Banjarmasin.

 Surat Edaran nomor : SE.74/HM.03/BJM-2010 tanggal 9 

Nopember 2010 tentang Pemberlakuan Tarif Pelayanan 

Jasa Kapal dan Barang di Lingkungan PT Pelabuhan 

Indonesia III (Persero) Cabang Banjarmasin.

 Surat Edaran nomor : SE.50/HM.03/BJM-2010 tanggal 

30 Juni 2010 tentang Penerapan Tarif Resmi Terminal 

Petikemas Banjarmasin (TPKB).

4.11. PERHITUNGAN BERTH OCCUPANCY RATIO (BOR)

SETELAH PENAMBAHAN DERMAGA

Setelah adanya penambahan dermaga petikemas baru 

265m, panjang dermaga petikemas menjadi 505m. Dari 

data laporan manajemen PT Pelindo III Cabang 

Banjarmasin tahun 2013 rata-rat LoA kapal yang datang 
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adalah 100m sehingga dermaga petikemas mampu 

menampung kapal sandar setiap harinya adalah 5 berth dan 

produktivitas bongkar muat dapat meningkat. Dari 

penambahan dermaga petikemas tersebut didapatkan Berth 

Occupancy Ratio (BOR) adalah sebagai berikut :

ܱܤ =ܴ 	 (௃௨௠௟௔௛	௄௘ௗ௔௧௔௡௚௔௡	௞௔௣௔௟) (ି௃௨௠௟௔௛	௄௔௣௔௟	்௨௡௚௚௨)
(௃௨௠௟௔௛	௥௔௧௔ି௥௔௧௔	௞௔௣௔௟	௬௚	ௗ௔௣௔௧	ௗ௜௧௔௠௣௨௡௚)	௫	௃௨௠௟௔௛	்௔௠௕௔௧௔௡	௫	ଷ଺ହ	ݔ	100%

BOR = 	 (75) − (25)5	x	5	x	365 	100% = 54,7%
Jadi setelah adanya penambahan dermaga petikemas BOR 

menjadi 54,7%

4.12. ANALISA PERHITUNGAN IRR DAN PAYBACK 

PERIOD MENURUT KONSULTAN

Rencana penambahan dermaga petikemas di Pelabuhan 

Banjarmasin telah dilakukan evaluasi kelayakannya oleh 

Konsultan, oleh karena itu dalam tugas akhir ini akan 

dibandingkan IRR dan payback periodnya. Namun hasil 

evaluasi dari Konsultan, analisa kelayakannya termasuk 

analisa terhadap pembangunan Container Tard (CY) / 

lapangan penumpukan petikemas. Sedangkan dalam tugas 

akhir ini hanya memperhitungkan penambahan dermaga 

petikemas saja. 
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Adapun hasil evaluasi dermaga petikemas dan lapangan 

penumpukan oleh Konsultan adalah sebagai berikut :

 Internal Rate of Return (IRR) = 22% (hasil tersebut 

sama dengan hasil evaluasi dalam tugas akhir ini).

 Payback Period = 5 tahun 3 bulan (hasil tersebut 

berbeda dengan tugas akhir ini, dikarenakan arus kas 

dalam perhitungan tugas akhir ini hanya 

memperhitungkan dermaga petikemas saja).

Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran dalam Tugas 

Akhir ini.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis pada tugas akhir ini, investasi 

penambahan dermaga petikemas di Pelabuhan 

Banjarmasin secara aspek finansial didapatkan nilai 

Internal Rate of Return (IRR) dan Payback Period atau 

masa kembalinya modal sebagai berikut :

1) Nilai Internal Rate of return

a. Untuk penambahan dermaga petikemas di 

Pelabuhan Banjarmasin adalah IRR = 

22,0089% lebih besar dari nilai discount rate 

PT Pelindo III (Persero) yaitu 9,75%, sehingga 

investasi penambahan dermaga petikemas di 

Pelabuhan Banjarmasin ini dikatakan layak 

atau feasible.

b. Untuk penambahan alat bongkar muat 

(Container Crane) didapatkan IRR = 

24,0048% lebih besar dari nilai discount rate 

PT Pelindo III (Persero) yaitu 9,75%, sehingga 

investasi penambahan dermaga petikemas di 
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Pelabuhan Banjarmasin ini dikatakan layak 

atau feasible.

2) Nilai Payback Period

a. Nilai untuk masa kembali modal atau payback 

period penambahan dermaga petikemas adalah 

9 tahun, investasi penambahan dermaga 

tersebut feasible karena kurang dari umur 

ekonomis proyek yaitu 30 tahun.

b. Nilai untuk masa kembali modal atau payback 

period penambahan alat bongkar muat 

container crane adalah 4 tahun, investasi 

penambahan alat tersebut feasible karena 

kurang dari umur ekonomis proyek yaitu 15 

tahun.

Terhadap penambahan dermaga petikemas di Pelabuhan 

Cabang Banjarmasin Berth Occupancy Ratio (BOR) 

untuk dermaga petikemas meningkat menjadi 55,7%.

5.2. Saran

Dari kesimpulan di atas, disarankan untuk 

melaksanakan penelitian selanjutnya yang 

menyangkut aspek selain yang di teliti (aspek teknis

dan finansial) dalan Tugas Akhir ini.
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LAMPIRAN 1 

TABEL A-2 NILAI SEKARANG DARI ANNUITY Rp. 1 

(PV=1/r[1+r]^-n)

Tabel 1 Tabel A-2 Nilai sekarang dari Annuity                               

Rp 1(PV=1/r[1+r]^-n)



Tabel 2 Tabel A-2 Nilai sekarang dari Annuity 

Rp1(PV=1/r[1+r]^-n)



Tabel 3 Tabel A-2 Nilai sekarang dari Annuity 

Rp1(PV=1/r[1+r]^-n)



Tabel 4 Tabel A-2 Nilai sekarang dari Annuity 

Rp1(PV=1/r[1+r]^-

n)



Tabel 5 Tabel A-2 Nilai sekarang dari Annuity 

Rp1(PV=1/r[1+r]^-n)



Tabel 6 Tabel A-2 Nilai sekarang dari Annuity 

Rp1(PV=1/r[1+r]^-n)



Tabel 7 Tabel A-2 Nilai sekarang dari Annuity 

Rp1(PV=1/r[1+r]^-n)



Tabel 8 Tabel A-2 Nilai sekarang dari Annuity 

Rp1(PV=1/r[1+r]^-n)



Tabel 9 Tabel A-2 Nilai sekarang dari Annuity 

Rp1(PV=1/r[1+r]^-n)



PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
CABANG BANJARMASIN

SURAT EDARAN
Nomor : ~. 6'J I tM.OJ IBJM-2010

TENTANG

IMPLEMENTASI PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

1. Berdasarkan surat Oireksi PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) nomor : PM.01/11/P.III-2010
tanggal11 Agustus 2010 Perihallmplementasi Pedoman Etika dan Perilaku (code of conduct)
bahwa Cabang-cabang di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III harus menerapkan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dan Pedoman Etika Pegawai (Code of
Conduct) Perusahaan.

2. Sebagai tindak lanjut butir 1(satu) diatas, mohon partisipasi dan dukungan kepada semua pihak
agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a. Pegawai dilarang menerima segala hal yang berkaitan dengan benturan kepentingan dan
pengguna jasa ( hadiahl gratifikasi, suap, komisi, keterlibatan dalam politik ) ;

b. Pengguna jasal mitra ke8a dilarang memberikan segala hal yang berkaitan dengan benturan
kepentingan ( hadiahl gratifikasi, suap, komisi );

c. Apabila pegawai dan pengguna jasal mitra kerja kedapatan menerima atau memberi
tersebut butir 2.a dan b maka akan berurusan dengan pihak yang berwenang untuk diproses
sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Oemikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan diindahkan, atas perhatian dan
pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

l
01 KELUARKAN 01 :
PAOA TANGGAL :

BANJARMASIN
20 AGUSTUS 2010

~J

JI. I3arito Hilir No. 6 Trisakti. Banjarmasin 70119 Tclp. +62·511·3353670·3365866
Fax. +62-511-3352552 Kotak Pos: 17. Telegram. GM. Banjarmasin

Email addrcs : hllmas~(i;banjarmasinport.co.id .. Home page: www.banjarmasmport.co.id
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http://www.banjarmasmport.co.id


PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
CABANG BANJAR.UASIN

SURAT EDARAN

Nomor : ..~: 111.~.~ol(.~~.~(.~ .

TENTANG

KETENTUAN PELAYANAN BONGKAR MUAT PETIKEMAS
01 TERMINAL PETIKEMAS BANJARMASIN

1. Sehubungan adanya keluhan dari Perusahaan/Agen Pelayaran mengenai pelayanan
operasi bongkar/muat dan job order petikemas serta guna meningkatkan pelayanan di
Terminal Petikemas Banjarmasin maka disampaikan ketentuan sebagai berikut :

a. Closing time dokumen petikemas diberlakukan 2 jam sebelum kapal sandar (ETB).
sedangkan closing time cargolfisik petikemas (full. empty dan reefer) diberlakukan pada
saatkapalsandar.

b. Pelayanan open stack petikemas maksimal 4 hari sebelum rencana kedatangan kapal
(ETA) yang telah ditetapkan.

c. Permohonan pelayanan job order receiving harus melampirkan dokumen shipping
instruction (bukan release order) yang diterbitkan oleh Perusahaan/Agen Pelayaran
sedangkan pelayanan job order delivery harus melampirkan dokumen delivery order
yang diterbitkan oleh Perusahaan/Agen Pelayaran.

Terhadap permohonan job order yang tidak melampirkan dokumen-dokumen dimaksud
maka tidak dapat dilayani oleh petugas loket pelayanan job order di PPSA.

2. Ketentuan tersebut butir 1 diberlakukan efektif mulai tanggal 01 Oktober 2010 dan terhadap
ketentuan-ketentuan yang diatur sebagaimana Surat Edaran GM Pelabuhan Banjarmasin
No. HM.04/67/Bjm-2009 tanggal 07 Oesember 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Oemikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan. atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

OITETAPKAN 01
TANGGAL

BANJARMASIN
2B SEPTEMBER 2010

GENERAL MANAJER

Tembusan Yth. :

1. AOPEL Banjarmasin
2. OPC INSA Banjarmasin
3. OPW GafeksillNFA Kalimantan Selatan
4. OPW APBMI Kalimantan Selatan

JI. Barite Hilir NO.6 Trisakti, Banjannasin iOl19 Tclp. +62-511-~35J670-3365866
. Fax. +6:!-51'-3J52552 Kotak Pos: 17. Telegram. GM. Banjarmasin

Email addrcs . humils:d;banjarmasinport.co.id. Home page : www.banj~inpon.co.id
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PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
CABANG BANJARMASIN

SURAT KEPUTUSAN GENERAL MANAJER
PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero) CABANG BANJARMASIN

Nomor: l~ff· 'i'JI l<f. (J'j6f I CJ1l.1.. -2D\CJ

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)
01 LINGKUNGAN PELABUHAN CABANG BANJARMASIN

GENERAL MANAJER
PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero) CABANG BANJARMASIN

Menimbang. a. Bahwa dalam rangka terjalinnya Komunikasi dan Informasi tetkait
dengan pelaksanaan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) di
Lingkungan Pelabuhan Cabang Banjarmasin, dipandang perlu
membentuk Forum sebagai sarana Komunikasi para praktisi
Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Pelabuhan
Cabang Banjarmasin ;

b. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dimaksud, dipandang
perlu untuk membentuk Forum Komunikasi Keselamatan &
Kesehatan Kerja (K3) dengan harapan kegiatan dimaksud dapat
berjalan dengan lancar dan sukses ;

Hasil Rapat pembentukan Forum Komunikasi Keselamatan & Kesehatan
Kerja (K3) di Lingkungan Pelabuhan Cabang Banjarmasin pada tanggal
28 Desember 2009 di Pelabuhan Cabang Banjarmasin

a. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1970 tanggal 12 Januari 1970
tentang Keselamatan Kerja;

b. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 1991 tentang pengalihan
bentuk Perusahaan Umum Pelabuhan III menjadi. Perseroan
(PERSERO);

d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per.02IMenl1970 tanggal1
Juli 1970 tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja di Tempat Kerja;

e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep.155IMenl1984 tanggal
28 Juni 1984 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Dewan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan

Mengingat

Memperhatikan

JI. Barito Hilir NO.6 Trisakti, Banjarmasin 70119 Tclp. +62-511-3353670-3365866
Fax. +62-511-3352552 Kotak Pos : 17, Telegram, GM. Banjarmasin

Email addres : hllrnaS(~banjarmasinpon.cojd. Home page: www.banjarmasinport.ce.id

http://www.banjarmasinport.ce.id


dan Kesehatan Kerja Wilayah Perhubungan dan Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Ke~a;

f. Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) Nomor :

37/KPTS. UM.7.03/P. 111-95 tanggal 28 Agustus 1995 tentang

Kebijaksanaari Keselamatan dan Kesehatan Ke~a di Lingkungan PT.
Pelabuhan Indonesia III (PERSERO);

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN

CABANG BANJARMASIN TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KOMUNIKASI KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3) DI

LlNGKUNGAN PELABUHAN CABANG BANJARMASIN.

Nama-nama tersebut dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini diangkat
sebagai Pengurus Forum Komunikasi Keselamatan & Kesehatan Kerja

(K3) di Lingkungan Pelabuhan Cabang Banjarmasin.

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi
Keselamatan & Kesehatan Ke~a (K3) dimaksud akan ditanggung secara
bersama-sama oleh anggota keluarga besar Maritim Pelabuhan cabang

Banjarmasin.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA Melaksanakan tugas sebagaimana lampiran 2 Surat Keputusan ini

KETIGA

KEEMPAT

DITETAPKAN DI

PADA TANGGAL

BANJARMASIN

\~, JANUARI 2010

GENERAL MANAJER

Tembusan :
1. Direksi PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) ;
2. ADPEL Pelabuhan Banjarmasin
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Banjarmasin ;
4. Anggota Panitia Yang Bersangkutan



Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Banjarmasin tentang
pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)
di lingkungan Pelabuhan Cabang Banjarmasin.

Nomor : ~6t. 9)1 l4· ""'I o:n.t - 2Dr~

Tanggal lS.,~G-t"i '20(0

SUSUNAN PANITIA PELAKSAN~ FORUM KOMUNIKASI
KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (k3)

01 LlNGKUNGAN PELABUHAN CABANG BANJARMASIN

I. P!=L1NDUNG : Kepala Administrator Pelabuhan Banjarmasin

II. PENASEHAT : 1. General Manajer Pelabuhan III Cabang Banjarmasin
2. Kepala KPPP Banjarmasin,

III. KETUA : RUMAJI (PT.Pelindo III Banjarmasin)

IV. WAKIL KETUA : TAJUDIN (Kesehatan Pelabuhan)

V. SEKRETARIS M.RAHMADI (PT.Pelindo III Banjarmasin)

VI. BENDAHARA EDY SUSANTO (Karantina Pertanian)

VII. Seksi Jaringan Informasi 1. JOKO WAHONO (Orqanda Pelabuhan Banjarmasin)
2. FAUZAN (GAPEKSI)

VIII. Seksi Jaringan Kajian IImiah 1. MAHRITA (Kesehatan Pelabuhan)
2. KAJANTO (PT. Ambapers)

IX. Seksi Hukum & Organisasi 1. H. HAMIDHAN, SH (DPW APBMI Kal-Sel)
2. AMAR sAHRIAL (Koperasi TKBM Samudera N.)

X. Seksi K3 Seldor Formal 1. NUR ALAM (PT. Wijaya Tri Utama)
2. MEYDINA PERMANA (PT. SSS)

XI. Seksi K3 Seldor Informal 1. TAJUDINNOR (Koperasi TKBM Samudera N.)
2. SARMAN (PT. TEMAS)



Lampiran 2 Surat Keputusan Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Banjarmasin tentang
pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Keselamatan & Kesehatan Ke~a (K3)
di lingkungan Pelabuhan Cabang Banjarmasin.

Nomor
Tanggal

. ~.9J(\~.*,(~-'2q.
: (~1~~C1

URAIAN TUGAS PENGURUS FORUM KOMUNIKASI
KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)

01 L1NGKUNGAN PELABUHAN CABANG BANJARMASIN

Ketua

1) Memimpin pertemuan rutin Forum Komunikasi K3 Pelabuhan Cabang Banjarmasin atau
menunjuk wakil untuk memimpin pertemuan;

2) Menentukan langkah dan strategi demi tercapainya pelaksanaan program-program Forum
Komunikasi K3 Pelabuhan Cabang Banjarmasin;

3) Membuat laporan pelaksanaan program kerja Forum Komunikasi K3 Pelabuhan Cabang
Banjarmasin kepada Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Banjarmasin, General Manajer
Pelabuhan Cabang Banjarmasin, serta Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Ke~a Kotamadya
Banjarmasin secara berkala (setiap 6 bulan/semester);

4) Memonitor dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan program Forum Kominikasi K3
Pelabuhan Cabang Banjarmasin.

Wakil Ketua

1) Membantu ketua dalam melaksanakan program kerja Forum Komunikasi K3 Pelabuhan
Cabang Banjarmasin;

2) Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja oleh masing-masing seksi.

Sekretaris

1) Melaksanakan kegiatan administrasi (undangan, notulen, absensi, dll):
2) Mengelola kesekretariatan Forum Komunikasi K3 Pelabuhan Cabang Banjarmasin;
3) Menyusun laporan-Iaporan yang diperlukan mengenai Forum Komunikasi K3 Pelabuhan

Cabang Banjarmasin.

Bendahara

1) Mengelola dan melaporkan siklus keuangan Forum Komunikasi K3 Pelabuhan Cabang
Banjarmasin pada setiap pertemuan rutin;

2) Melakukan penggalangan dana demi lancarnya kegiatan Forum Komunikasi K3 Pelabuhan
Cabang Banjarmasin.

Seksi Jejaring Informasi

1) Melakukan dokumentasi terhadap kegiatan Forum Komunikasi K3 Pelabuhan Cabang
Banjarmasin;

2) Memberikan dan menyebarluaskan informasi terkait dengan kegiatan K3 kepada
perusahaan-perusahaan di lingkungan Pelabuhan Cabang Banjarmasin;
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3) Melakukan kerjasarna komunikasi dengan instansi/perusahaan baik internal maupun
eksternal Pelabuhan Cabang Banjarmasin;

4) Melaksanakan program kena yang telah ditetapkan.

Seksi Kajian IImiah

1) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan Forum Komunikasi K3 Pelabuhan Cabang
Banjarmasin;

2) Menyusun acara pada agenda pertemuan rutin, termasuk menyiapkan pembicara yang
ekspert dalam bidang K3 apabila diperlukan;

3) Bekerjasama dengan instansilperusahaan terkait untuk membantu memberikan saran &
masukan terhadap kejadian luar biasa (penyakit akibat kerja, kebakaran/peledakan,
kecelakaan kerja) di lingkungan Pelabuhan Cabang Banjarmasin;

4) Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.

Seksi Hukum & Organisasi

1) Memberikan bantuan hukum dan advokasi dari setiap permasalahan K3 (termasuk apabila
terjadi kecelakaan kerja) di lingkungan Pelabuhan Cabang Banjarmasin;

2) Membuat kajian bidang Hukum dan Organisasi terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan
oleh Forum Komunikasi K3 Pelabuhan Cabang Banjarmasin;

3) Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.

Seksi K3 Pekerja Sektor Formal (pekerjaan yang memerlukan kualifikasi pendidikan
formal)

1) Menyelenggarakan program kerja K3 pada sektor formal;
2) Bekeriasarna dengan instansi terkait untuk lebih menggalakkan program K3 di industri

sektor Formal di lingkungan Pelabuhan Cabang Banjarmasin;
3) Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.

Seksi K3 Pekerja Sektor Informal (pekerjaan yang tidak memerlukan kualifikasi
pendidikan formal)

1) Menyelenggarakan program kerja K3 pada sektor informal;
2) Bekerjasama dengan instansi terkait untuk lebih menggalakkan program K3 di industri

sektor Informal di lingkungan Pelabuhan Cabang Banjarmasin;
3) Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.



PELABUHAN INDONESIA III
CABANG BANJARMA3IN

KEPUTUSAN GENERAL MANAJER
PT PERSERO PELAbUHAN INDONESIA III CABANG BANJARMASIN

Nomor : P-S - 0 \ 1'1 S" /B?M . '-00')

TENTANG

11.Barite Ililir Trisakli No.6 Oanjarmasin 70119 Telp. +62-511-3353670-3365866
Fax. +62-511-3352552 Kotak Pos: 17. Telegram. GM. Banjarmasin

Email addres:plb3bjm@yahoo.com.Homepage:banjamlasin.ppJ.co.id

O~i

SISTEM DAN PROSEDUR OPERASIONAL PELAYANAN JASA KAPAL DAN
BONGKAR MUAT BARANG

DI PT (pERSERO) PELABUHAN INDONESIA III CABANG BANJARMASI~

i.GENERAL MANAJER PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA III
CABANG BANJARMASIN

a. bahwa sistem dan prosedur pelayanan jasa kapal dan bongkar muat
barang di Cabang Pelabuhan Banjarmasin sa at ini dipandang perlu
dilakukan peningkatan fungsinya, sehingga perlu ditetapkan kembali
kembali ketentuan tentang Sistem dan Prosedur Operasional
Pelayanan Jasa Kapal dan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan
Banjarmasin yang selaras dengan Sistern Informasi Usaha dan
Keuangan (SIUK),.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu
ditetapkan Keputusan General Manajer PT. (PERSERO) Pelabuhan
Indonesia III Cabang Banjarmasin tentang Sistem dan Prosedur
Pelayanan Jasa Kapal dan Bongkar Muat Barang di PT. (PERSERO)
Pelabuhan Indonesia II[ Cabang Pelabuhan Banjarmasin.

I. Undang-undang Nomor : 21 Tahun 1992, tentang Pelayaran
(Lembaga Negara Nomor: 98 Tahun 1992, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3493);

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober
1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM)
Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun )998 tentang Perusahaan
Perseroan (PERSERO) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
200) Tanggal 5 Juni 2001 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor )2 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan
(PERSERO);

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 2001 tanggal 17 Oktober
2001 tentang Kepelabuhanan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di
Perairan;

"-_ •.•."'- •• -"'_ •.~ .••.__ ~ __ a_",-""_. _.~"""'~J.a"_'''''''''''''''' .•. ~.,•..•..._ .••......••••..-....~_._ .•~.......___..•..___•.•._ ..•__...,,;:~.->.._.••..•..•~,~
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6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.24 Tahun 2002
tentang Pemanduan:

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.30 Tahun 1999
tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif
Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Yang
Diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 53 Tahun 2002
tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional ;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 54 Tahun 2002
tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut ;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 55 Tahun 2002
tentang Penggelolaan Pelabuhan Khusus ;

II. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 72 Tahun 2005
tentang Perubahan KM. 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Sturktur dan
Penggolongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan
Laut;

12. Keputusan Direksi PT. (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III Nomor
KEP. 13IPJ.5.03/P.II1-2000 Tanggal 31 Mei 2000 tentang Tarif
Pelayanan Jasa Kapal di Lingkungan PT. (PERSERO) Pelabuhan
Indonesia III;

13. Keputusan Direksi PT. (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III Nomor :
KEP. 14IPJ.5.03/P.lII-2000 Tanggal 31 Mei 2000 tentang Tarif
Pelayanan Jasa Barang di Lingkungan PT. (PERSERO) Pelabuhan
Indonesia III.

14. Keputusan Direksi tentang pengangkatan General Manajer
Pelabuhan Banjannasin Nomor : SKEP.663/KP.04031P.1II-2003
tanggal II November 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN GENERAL MANAJER PT (PERSERO) PELABUHAN
INDONESIA III CABANG BANJARMASIN TENTANG SISTEM
DAN PROSEDUR PELA YANAN JASA KAPAL DAN BONGKAR
MUAT BARANG DI PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA III
CABANG BANJARMASIN.
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BABI
PENDAHULUAN

Pasal 1
Pcngertian Umum

aan adalah PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III Cabang Banjarmasin.

adalah Pimpinan PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia [IJ Cabang

Pelayaran adalah Perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan
melalui laut dengan mempergunakan kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

••.•••••••••n Bongkar Muat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan bongkar
dari dan ke kapal meliputi Stevedoring dan Cargodoring di Pelabuhan.

Pelayaran adalah perusahaan yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran untuk mewakili
kepentingan di suatu pelabuhan dan selanjutnya dalam keputusan ini disebut Agen.

Bank I Kas Pelayanan adalah loket untuk menerima pembayaran Jasa Pelayanan Kapal dan
B~rang dari Pengguna Jasa.

Pengguna Jasa adalah Perusahaan Pelayaran/Agen dan Perusahaan Bongkar Muat yang
melakukan aktivitas kepelabuhanan yang diberikan oleh Perusahaan .

.Uper adalah sejumlah dana yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dibayarkan oleh Pengguna
wajib Uper melalui bank atau tunai sebelum pelaksanaan pelayanan, yang selanjutnya

.- _. __gaijaminan atas pelayanan jasa kapal dan barang kepada Perusahaan.
!.

Pengguna Jasa Wajib Uper adalah pengguna jasa baru dan pengguna jasa lama yang
melakukan transaksi rata - rata dibawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap
bulan.

Pengguna Jasa Baru adalah pengguna jasa yang baru terdaftar sebagai pelanggan dan belum
pemah rnelakukan aktivitas kepelabuhanan.

Kapal Niaga adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang / petikemas,
penurnpang dan hewan yang berkunjung ke pelabuhan untuk kepentingan niaga tennasuk
kapal pemerintahfTNIIPOLRI yang mengangkut barang I petikemas, penumpang dan hewan
untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran.

Angkutan Laut Luar Ncgeri adaIah kegiatan angkutan laut dari Pelabuhan Indonesia ke
Pelabuhan Luar Negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antarpelabuhan di

. wilayah perairan laut Indonesia, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
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Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antarpelabuhan yang dilakukan
di wilayah perairan laut Indonesia di luar ketentuan tersebut huruf j Pasal ini, yang
diseienggarakan oIeh perusahaan angkutan laut.

Jasa Labuh adalah jasa yang dikenakan terhadap setiap kapal yang mcmasuki !
menggunakan perairan Pelabuhan Banjarmasin.

Jasa Tarnbat adalah jasa yang dikenakan terhadap kapal yang bertambat pada tarnbatan
beton, besi, kayu, peIampung. breasting dolphin, serta pad a lambung kapal lain yang sedang
bertambat di dermaga.

Jasa Pemanduan adaIah kegiatan pandu dalarn membantu Nahkoda agar olah gerak kapal
dapat diIaksanakan dengan aman, tertib dan lancar.

Jasa Penundaan adalah pekerjaan mendorong, rnengawal, rnenjaga, menarik atau
menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk lepas dari tambatan
dengan mempergunakan Kapal Tunda.

Jasa Air adaIah jasa penjualan air ke kapal yang pengisiannya dilakukan baik menggunakan
tongkang air, truck tangki maupun lewat pipa yang ada di dermaga.

Jasa Kepil adaIah pekerjaan mengikat, melepas, menarik tali temali kapal yang berolah gerak
untuk bertarnbat kc atau untuk melepas dari tambatan, breasting dolphin, pelampung,
pinggiran dan kapal lainnya dengan atau tanpa menggunakan kapal kepil.

Jasa Barang adalah jasa pelayanan yang berupa Jasa Dermaga, Jasa Pcnumpukan, dan Jasa
Bongkar Muat terhadap setiap barang dari atau ke kapal! tongkang yang bertambat maupun
tidak bertambat yang lokasi kegiatannya berada di dalam daerah lingkungan kerja atau
, lingkungan kepentingan pelabuhan.

Pcrmintaan Pclayanan Kapal dan Bongkar Muat Barang (PPKB) adalah formulir yang
disediakan oleh Perusahaan dan dibeli oleh pengguna jasa untuk keperluan permintaan
Pelayanan KapaI, Barang dan air kapal.

v. Pusat Pelayanan Satu Atap (PPSA) adalah satuan kerja Perusahaan yang bertugas
memberikan pelayanan kepada pengguna jasa dalarn rangka mereneanakan dan rnenetapkan
pelayanan Iabuh, pemanduan, penundaan, tam bat, bongkar muat dan penumpukan barang,
dengan melibatkan Perusahaan Pelayaran dan Perusahaan Bongkar Muat.

Rapat PPSA adalah rapat yang diselenggarakan oleh Perusahaan dan dihadiri oleh Pengguna
Jasa untuk rnenetapkan rencana penambatan kapal dan bongkar muat barang hari selanjutnya.

Kapal Pindall adalah pcrpindahan kapal dari Tambatan yang satu kc Tambatan yang lain
tennasuk perpindahan kapal pada tarnbatan yang sarna serta dari redc ke rede atau dari
tambatan ke rede.
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y. Manifest adalah Surat Muat~n kapal yang menerangkan secara rinci enis dan volume semua
muatan yang berada di kapal.

z: Surat Ukur / Ship Particular adalah dokumen yang menyatakan ukuran kapal meliputi
panjang kapal, DWT, GT dan bendera kapa!.

aa. Kapal Time Charter adalah Kapal Bendera Asing yang disewa oleh Perusahaan Angkutan
Laut Nasional dengan ketentuan dioperasikan di wilayah -perairan Indonesia dcngan jangka
waktu minimal 6 (enam) bulan dan harus dibuktikan dengan Dokumen Charter.

bb. Loading Point adalah daerah berlabuh di sekitar perairan Taboneo yang berada di dalam
Daerah Lingkungan Kcpentingan (DLKP) Pelabuhan Banjarrnasin dan dibatasi dengan
koord ianat tertentu.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

(I) Maksud disusunnya Sistern dan Prosedur ini sebagai pedoman dalarn memberikan pelayanan
jasa kapal dan barang di Pelabuhan Banjarmasin

(2) Tujuan disusunnya Sistem dan Prosedur ini untuk mempercepat pelayanan operasional kapal
dan barang.

Pasal3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup disusunnya Sistcm dan Prosedur Pelayanan Jasa Kapal & Barang adalah kegiatan
penyediaan fasilitas dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan di wilayah Pelabuhan
Banjarmasin yang rneliputi :

(I) Pelayanan Jasa Kapal yang terdiri dari : Jasa Labuh, Tarnbat, Pandu, Tunda dan Air Kapal;

(2) Pelayanan Jasa Barang terdiri dari Jasa Derrnaga dan Penurnpukan;

B A B II
PELA YANAN KAPAL

Pasal 4
Pelayanan Kapal Berlabuh Di Loading Point

(I) Perusahaan pelayaran/agen mengajukan pcrmintaan pelayanan kapal rnasuk dengan mengisi
formulir PPKB dan rnenyerahkannya kepada PPSA sclarnbat-larnbatnya 1 x 24 jam sebclum
kapal tiba, yang dilampiri dengan dokumen pcndukung sebagai berikut :

a. Surat Ukur Kapal, bagi kapal yang pertarna kali datang di Pelabuhan Banjarmasin atau
yang sudah mengalarni perubahan ukuran.

b. Laporan Kedatangan Kapal (Master Cable).
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c. Surat Penunjukan Keagenan. untuk kapal yang berstatus keagenan.
d. Surat Pemberitahuan Kedatarrgan Kapal (Clearance In dari Syahbandar).
e. Surat Charter atau Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Asing (PPKA) dari Dirjen

Perhubungan Laut, untuk kapal yang dioperasikan di perairan Indonesia.
(3) Petugas PPSA menerima PPKB dari Perusahaan Pelayaran / Agen dan mclakuknn entry data

permohonanan pelayanan ke dalam aplikasi SIUK.

(4) Bagi perusahaan pelayaran yang wajib Uper diberikan Daftar Perhitungan Prakiraan Biaya
(DPPB), untuk rnelakukan pernbayaran Uper pad a Bank / Kas Pelayanan.

(5) Bukti pernbayaran Uper yang telah disahkan Bank / Kas Pelayanan diserahkan oleh
perusahaan wajib uper ke petugas PPSA, untuk digabungkan dengan PPKB dan meneruskan
proses entry permohonan PPKB.

(6) Manajer Usaha atau petugas yang telah ditunjuk rnenetapkan rencana pelayanan jasa labuh
pada lembar PPKB.

(7) Petugas PPSA melakukan entry penetapan pelayanan ke dalam aplikasi SIUK kemudian
menyerahkan lembar ke 6 (enam) asli PPKB copy terakhir kepada perusahaan pelayaran.

(8) Berdasarkan PPKB yang sudah ditetapkan. kapal diberikan pelayanan labuh di Loading Point

(9) Dinas Pelayanan Kapal dan Barang rnencatat dan melaporkan realisasi pclayanan labuh setiap
hari (dalam jurnal pelayanan).

Pasal ::;
Pelayanan Kapal Masuk Kc Rcdc

(I) Perusahaan pelayaran/agen mengajukan permintaan pelayanan kapal rnasuk dengan mengisi
formulir PPKB dan menyerahkannya kepada PPSA selambat-Iambatnya 1 x 24 jam sebelum
kapa! tiba, yang dilampiri dengan dokumen pendukung sebagai berikut :

a. Surat Ukur Kapal, bagi kapal yang pertarna kali datang di Pelabuhan Banjarrnasin atau
yang sudah menga!ami peru bah an ukuran.

b. Laporan Kedatangan Kapal (Master Cable).
c. Surat Penunjukan Keagenan, untuk kapa! yang berstatus keagenan.
d. Surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal (Clearance In dari Syahbandar).
e. Surat Charter atau Pernberitahuan Pengoperasian Kapal Asing (PPKA) dari Dirjcn

Perhubungan Laut, untuk kapal yang diopcrasikan di pcrairan Indonesia.

(2) Petugas PPSA menerima PPKI3 dari Pcrusahaan Pclayaran dengan rnencliti

a. Kelengkapan dokurnen pendukung permohonan,
b. Daftar rincian saldo dan tanggal jatuh tempo piutang kemudian dicetak.
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Apabila PPKB yang diajukan oleh Perusahaan Pelayaran tidak dilampiri dengan dokurnen
pendukung yang lengkap sebagaimana ayat (1) pada pasal ini, dan piutang sudah jatuh tempo
(Iebih dari 15 hari), rnaka petugas PPSA mengembalikan PPKB ke Perusahaan Pelayaran
dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengembalian yang ditandatangani olch Manajer Usaha
agar PPKB tersebut dapat dilengkapi persyaratannya.
PPKB yang telah lengkap dan memenuhi syarat, digunakan petugas PPSA scbagai dasar entry
data permohonanan pelayanan ke dalarn aplikasi SIUK.

Bagi perusahaan pelayaran yang wajib Uper diberikan Daftar Perhitungan Prakiraan Biaya
CDPPB), untuk melakukan pernbayaran Uper pada Bank I Kas Pelayanan.

Bukti pembayaran Uper yang telah disahkan Bank I Kas Pelayanan diserahkan oleh
perusahaan wajib uper ke petugas PPSA, untuk digabungkan dengan PPKI3 dan rneneruskan
proses entry permohonan PPKB.

Manajer Usaha atau petugas yang telah ditunjuk rnenetapkan rencana pelayanan jasa labuh
dan pernanduan pada lembar PPKB.

Petugas PPSA melakukan entry penetapan pelayanan ke dalam aplikasi SIUK kernudian
menyerahkan lembar ke 6 (enam) asli PPKB copy terakhir kepada perusahaan pelayaran.

Berdasarkan PPKB yang sudah ditetapkan, bagi kapal-kapal yang rnengajukan pelayanan
pandu maka dilayani oleh petugas pandu.

Dinas Pemanduan mencatat dan melaporkan realisasi pelayanan pernanduan setiap hari
(dalam jurnal pelayanan).

Pasal6
Pclayanan Kapal Tambat Dari Rede

Perusahaan pelayaran/agen rnengajukan perrnintaan pelayanan kapal tam bat dengan mengisi
formulir PPKB dan menyerahkannya kepada PPSA selarnbat-larnbatnya 1 x 24 jam sebelum
kapal tiba dengan menunjuk nomor PPKB pertarna, yang dilarnpiri dengan dokumen
pendukung sebagai berikut :

a. Manifest Cargo I Stowage Plan (Foto Copy harus dicocokkan dengan aslinya bila kapal
sudah sandar dengan dan ditanda tangani oleh petugas PPSA.).

b. Daftar Rencana Muat I Shipping Instruction (SI).
c. Pemberitahuan Kerja Bongkar/Muat.
d. Surat Pernyataan Kerja Bongkar/Muat.

Petugas PPSA menerima PPKI3 dari Perusahaan Pelayaran dengan mcneliti

a. Kelengkapan dokurnen pendukung permohonan,
b. Daftar rincian saldo dan tanggal jatuh tempo piutang kemudian dicetak,
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. Apabila PPKB yang diajukan oIeh Perusahaan PeIayaran tidak diIampiri dengan dokumen

. pendukung yang lengkap sebagaimana ayat (I) pada pasaI ini, dan piutang sudah jatuh tempo
(lebih dari 15 hari), maka petugas PPSA mengembalikan PPKB ke Perusahaan PeIayaran
dibuktikan dengan Surat Keterangan PengembaIian yang ditandatangani oIeh Manajer Usaha
agar PPKB tersebut dapat diIengkapi persyaratannya.

PPKB yang telah lengkap dan memenuhi syarat, digunakan petugas PPSA sebagai dasar entry
_data permohonanan pelayanan ke daIam aplikasi SIUK. '

.Bagi perusahaan pelayaran yang wajib Uper diberikan Daftar Perhitungan Prakiraan Biaya
(DPPB), untuk melakukan pembayaran Uper pad a Bank / Kas Pelayanan.

Bukti pembayaran Uper yang telah disahkan Bank / Kas Pelayanan diserahkan oIeh
perusahaan wajib uper ke petugas PPSA, untuk digabungkan dengan PPKB dan meneruskan
proses entry permohonan PPKB.

Petugas PPSA mencetak daftar permohonan sebagai bahan dalam rapat PPSA untuk
menetapkan rencana peIayanan jasa tam bat, pemanduan, dan atau penundaan.

Manajer Usaha atau petugas yang ditunjuk menetapkan rencana pelayanan jasa tam bat,
pemanduan, dan atau penundaan.

'Petugas PPSA melakukan entry data penetapan pelayanan ke dalam aplikasi SIUK kemudian
menyerahkan lembar ke 6 (enam) asli PPKB copy terakhir dan salinan berita acara penetapan
·kepada perusahaan pelayaran.

Berdasarkan PPKB yang sudah ditetapkan, petugas Pandu meIaksanakan penyandaran kapal
pada lokasi yang telah ditentukan dengan atau tanpa menggunakan kapal tunda.

Dinas Pemanduan mencatat dan melaporkan realisasi pelayanan pemanduan dan atau
penundaan setiap hari (dalam jurnal pelayanan) ..

Dinas Pelayanan Kapal dan Barang mencatat jam ikat tali pertama pada sa at penambatan dan
melaporkan posisi kapal di tambatan setiap hari (dalam jurnal pelayanan).

Pengajuan PPKB atas pelayanan kapal masuk ke rede (Pasal 5) dan pelayanan kapal tam bat
dari rede (Pasal 6) dapat dilaksanakan sekaligus, dan nomor PPKB untuk pelayanan
sebagaimana Pasal 5 menjadi nomor PPKB pertama.

Pasal 7
Pelayanan Kapal Tambat Dari Ambang Luar

. ,Prosedur pad a pasaI ini berIaku hanya terhadap kapal tidak wajib pandu dan tidak

. menggunakan bantu an kapal tunda (yang langsung bertambat di dermaga umurn atau DUKS).



(2) Perusahaan pelayaran/agen mengajukan perm intaan pelayanan kapal masuk dengan mengisi
formulir PPKB dan menyerahkannya kepada PPSA selambat-Iambatnya I x 24 jam sebclum
kapal tiba, yang dilampiri dengan dokumen pendukung sebagai berikut :

a. Foto copy Surat Ukur Kapal, bagi kapal yang pertama kali datang di Pelabuhan
Banjarmasin atau yang sudah mengalami perubahan ukuran.

b. Laporan Kedatangan Kapal (Master Cable).
c. Surat Penunjukan Keagenan, untuk kapal yang berstafus keagenan.
d. Surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal (Clearance In dari Syahbandar),
e. Surat Charter atau Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Asing (PPKA) dari Dirjen

Perhubungan Laut, untuk kapal 'yang dioperasikan di perairan Indonesia.
f. Manifest Cargo / Daftar Bongkar (Foto Copy harus dicocokkan dengan aslinya bila

kapal sudah sandar dengan dan ditanda tangani oleh petugas PPSA).
g. Daftar Rencana Muat / Shipping Instruction (SI)

(2) Petugas PPSA menerima PPKB dari Perusahaan Pelayaran dengan meneliti

a. Kelengkapan dokumen pendukung permohonan,
b. Daftar rincian saldo dan tanggal jatuh tempo piutang kernudian dicetak,

(3) Apabila PPKB yang diajukan oleh Perusahaan Pelayaran tidak dilampiri dengan dokumen
pendukung yang lengkap sebagaimana ayat (I) pada pasal ini, dan piutang sudah jatuh tempo
(lebih dari 15 hari), rnaka petugas PPSA mengembalikan PPKB ke Perusahaan Pelayaran
dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengembalian yang ditandatangani oleh Manajer Usaha
agar PPKB tersebut dapat dilengkapi persyaratannya.

(4) PPKB yang telah lengkap dan memenuhi syarat, digunakan petugas PPSA sebagai dasar entry
data permohonanan pelayanan ke dalam aplikasi SIUK.

(5) Bagi perusahaan pelayaran yang wajib Uper diberikan Oaf tar Perhitungan Prakiraan Biaya
(DPPB), untuk rnelakukan pembayaran Uper pada Bank / Kas Pelayanan.

(6) Bukti pembayaran Uper yang telah disahkan Bank / Kas Pelayanan diserahkan oleh
perusahaan wajib uper ke petugas PPSA, untuk digabungkan dengan PPKB dan meneruskan
proses entry permohonan PPKB.

(7) Manajer Usaha atau petugas yang ditunjuk menetapkan rencana pelayanan jasa labuh dan
tambat pada lernbar PPKB.

(8) Petugas PPSA melakukan entry penetapan pelayanan ke dalam aplikasi SIUK kernudian
menyerahkan lembar ke 6 (en am) asli PPKB copy terakhir warna biru kepada perusahaan
pelayaran.

(9) Dinas Pelayanan Kapal dan Barang mencatat jam ikat tali pcrtama pada saar pcnarnbatan dan
melaporkan posisi kapal di tarnbatan setiap hari (dalam jurnal pelayanan).
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Pasal8
Pelayanan Kapal Pindah

(I) Perusahaan pelayaran/agen mengajukan permintaan pelayanan kapal pindah dengan mengisi
formulir PPKB dan menyerahkannya kepada PPSA selambat-Iambatnya 2 jam sebelum kapal
pindah dengan menunjuk nomor PPKB pertarna.

(2) Petugas PPSA menerima PPKB dari perusahaan pelayaran/agen dan melakukan entry data
permohonanan pelayanan kapal pindah ke dalam aplikasi SIUK.

(3) Terhadap kapal yang mengajukan permohonan pindah lokasi labuh dengan bantuan Pandu
dan atau kapal tunda, Manajer Usaha atau petugas yang telah ditunjuk menetapkan rencana
pelayanan jasa pemanduan dan atau penundaan untuk kapal pindah pada lembar PPKB.

(4) Terhadap kapal yang mengajukan permohonan pindah lokasi tam bat. Manajer Usaha atau
petugas yang ditunjuk memeriksa ketersediaan tambatan - dan jib tarnbatan tersedia - lalu
menetapkan rencana pelayanan jasa tam bat pad a lembar PPKB.

(5) Petugas PPSA melakukan entry penetapan pelayanan ke dalam aplikasi SIUK kernudian
menyerahkan lembar ke 6 (enam) asli PPKB copy terakhir kepada perusahaan pelayaran.

(6) Dinas Pemanduan mencatat dan melaporkan realisasi pelayanan pernanduan setiap hari
(dalamjurnal pelayanan).

(7) Dinas Pelayanan Kapal dan Barang mencatat dan melaporkan perubahan posisi tam bat kapal
setiap hari (dalam jurnal pelayanan).

Pasal9
Pclayanan Perpnnjangan Masa Labuh Atau Tambat

(I) Perusahaan pelayaran/agen mengajukan permintaan perpanjangan masa labuh atau tarnbat
dengan mengisi formulir PPKB dan menyerahkannya kepada PPSA selarnbat-larnbatnya 4
jam sebelum berakhirnya batas masa labuh atau tambat dengan menunjuk nomor PPKB
pertama.

(2) Petugas PPSA menerima PPKB dari perusahaan pelayaran/agen dan melakukan entry data
perm~.honanan perpanjangan masa labuh atau tam bat ke dalarn aplikasi SIUK.

(3) 8agi perusahaan pelayaran yang wajib Uper diberikan Daftar Perhitungan Prakiraan Biaya
(DPPB), untuk melakukan pembayaran Uper pad a Bank / Kas Pelayanan.

(4) Bukti pernbayaran Uper yang telah disahkan Bank / Kas Pelayanan diserahkan oleh
perusahaan wajib uper ke petugas PPSA, untuk digabungkan dengan PPKB dan meneruskan
proses entry perrnohonan PPKB.

(5) Manajer Usaha atau petugas yang ditunjuk menetapkan perpanjangan masa labuh pada
lernbar PPKI3.
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Terhadap kapal yang mengajukan permohonan perpanjangan masa tam bat. Manajer Usaha
atau petugas yang ditunjuk menetapkan rencana perpanjangan masa tam bat pada lernbar
PPKB berdasarkan ketersediaan tambatan.

Petugas PPSA melakukan entry penetapan perpanjangan ke dalam aplikasi SIUK kernudian
menyerahkan lembar ke 6 (enam) asli PPKB copy terakhir kepada perusahaan pelayaran.

Dinas Pelayanan Kapal dan Barang mencatat dan melaporkan realisasi pelayanan labuh dan
tambat kapal setiap hari (dalam jumal pelayanan).

Pas a I 10
Pelayanan Kapal Keluar

Dari Tarnbatan, Rcde Atau Dari Ambang Luar

Perusahaan pelayaran/agen mengajukan permintaan pelayanan kapal keluar dengan mengisi
formulir PPKB dan menyerahkannya kepada PPSA selambat-Iambatnya 4 jam sebelum kapal
keluar, dengan menunjuk nomor PPKB pertama dan dilampiri dengan dokumen pendukung
sebagai berikut :

a. Surat Ijin Berlayar (Clearance Out) yang dikeluarkan Syahbandar.
b. Draft survey yang dikeluarkan oleh surveyor.

Petugas PPSA menerima PPKB dari Perusahaan Pelayaran dengan meneliti

a. Kelengkapan dokumen pendukung permohonan,
b. Daftar rincian saldo dan tanggal jatuh tempo piutang kemudian dicetak,

Apabila PPKB yang diajukan oleh Perusahaan Pelayaran tidak dilampiri dengan dokurnen
pendukung yang lengkap sebagaimana ayat (1) pada pasal ini, dan piutang sudah jatuh tempo
(Iebih dari 15 hari), maka petugas PPSA mengembalikan PPKB ke Perusahaan Pelayaran
dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengembalian yang ditandatangani oleh Manajer Usaha
agar PPKB tersebut dapat dilengkapi persyaratannya.

PPKB yang telah lengkap dan memenuhi syarat, digunakan petugas PPSA sebagai dasar entry
data permohonanan pelayanan ke dalam aplikasi SIUK.

Bagi perusahaan pelayaran yang wajib Uper diberikan Daftar Perhitungan Prakiraan Biaya
(DPPD). untuk melakukan pcmbayaran Uper pada Dank I Kas Pelayanan.

Bukti pernbayaran Uper yang telah disahkan Bank I Kas Pelayanan diserahkan oleh
perusahaan wajib uper ke petugas PPSA. untuk digabungkan dengan PPKD dan mcncruskan
proses entry permohonan PPKB.

Terhadap kapal yang waj ib pandu dan atau yang memerlukan bantuan kapal tunda, Manajer
Usaha atau petugas yang telah ditunjuk menetapkan rencana pelayanan jasa pemanduan dan
atau penundaan pada lembar PPKB, lalu menyerahkan berkas PPKB kepada Asisten Manajer
Pclayanan Kapal dan Barang atau petugas yang telah ditunjuk.
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(8) Petugas PPSA meJakukan entry penetapan peJayanan ke daJam apJikasi SIUK kemudian
menyerahkan Jembar ke 6 (enam) asJi PPKB copy terakhir kepada perusahaan peJayaran.

(9) Berdasarkan PPKB yang sudah ditetapkan, diberikan peJayanan kapal kcJuar dari pelabuhan
Banjarmasin dengan atau tanpa jasa pemanduan, dengan atau tanpa jasa penundaan.

(10) Dinas Pemanduan mencatat dan melaporkan realisasi pelayanan pemanduan setiap hari
(dalam jurnal pelayanan).

(I I) Dinas Pelayanan Kapal dan Barang mencatat dan melaporkan realisasi pelayanan labuh dan
tambat setiap hari (dalam jurnal peJayanan).

Pasal II
Pclayanan Air Kapal Mclalui Dermaga

(I) Perusahaan peJayaran/agen mengajukan permintaan pelayanan air kapal dengan mengisi
formulir PPKB dan menyerahkannya kepada PPSA selambat-Iambatnya I x 24 jam sebelum
pengisian.

(2) Petugas PPSA menerima PPKB dari Perusahaan PeJayaran dan melakukan entry data
permohonanan pelayanan air kapal ke dalarn aplikasi SIUK.

(3) Bagi perusahaan pelayaran yang wajib Uper diberikan Daftar Perhitungan Prakiraan Biaya
(DPPB), untuk melakukan pembayaran Uper pada Bank / Kas PeJayanan.

(4) Bukti pembayaran Uper yang teJah disahkan Bank / Kas PeJayanan diserahkan oleh
perusahaan wajib uper ke petugas PPSA, untuk digabungkan dengan PPKB dan meneruskan
proses entry permohonan PPKB.

(5) Manajer Usaha atau petugas yang telah ditunjuk menetapkan rencana pelayanan pengisian air
kapal pada lembar PPKB.

(6) Petugas PPSA melakukan entry penetapan pelayanan air kapal ke dalam aplikasi SIUK
kemudian menyerahkan lernbar ke 6 (enam) asli PPKB copy terakhir kepada perusahaanpelayaran.

(7) Berdasarkan PPKB yang sudah ditetapkan, petugas air mernberikan pclayanan pcngisian airkapal.

(8) Dinas Pelayanan Kapal dan Barang mcncatat dan mclaporkan realisasi pelayanan air kapal
setiap hari (dalam jurnal pclayanan).

12
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BAB In
• PELA YANAN BARANG

Pasal12
Pelayanan Bongkar I Muat Barang

Secara Langsung (Truck Lossing I Truck Loading)

(I) Perusahaan Bongkar Muat (bersama-sama dengan perusahaan pelayaran) mengajukan
permintaan pelayanan bongkar/muat barang secara langsung dengan mengisi formulir PPKB
dan menyerahkannya kepada PPSA selambat-Iambatnya 1 X 24 jam sebelum pelaksanaan
pekerjaan, dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut :
a. Daftar bongkar.
b. Rencana muat.
c. Copy manifest.
d. Pernyataan barang berbahaya (jika ada).
e. Draft survey yang dikeluarkan oleh surveyor.

(2) Petugas PPSA menerima PPKB dari Perusahaan Bongkar Muat dengan meneliti

a. Kelengkapan dokumen pendukung permo henan,
b. Daftar rincian saldo dan tanggal jatuh tempo piutang kemudian dicetak,

(3) Apabila PPKB yang diajukan oleh Perusahaan Bongkar Muat tidak dilampiri dengan
dokumen pendukung yang lengkap sebagaimana ayat (I) pada pasal ini, dan piutang sudah
jatuh tempo (Iebih dari 15 hari), maka petugas PPSA mengembalikan PPKB ke Perusahaan
Bongkar Muat dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengembalian yang ditandatangani oleh
Manajer Usaha agar PPKB terse but dapat dilengkapi persyaratannya.

(4) PPKB yang telah lengkap dan memenuhi syarat, digunakan petugas PPSA sebagai dasar entry
data permohonanan pelayanan ke dalam aplikasi SIUK.

(5) Bagi Perusahaan Bongkar Muat yang wajib Uper diberikan Daftar Perhitungan Prakiraan
Biaya (DPPB), untuk melakukan pembayaran Up.~!pada Bank IKas.Pelayanan.

(6) Bukti pembayaran Uper yang telah disahkan Bank / Kas Pelayanan diserahkan oleh
perusahaan wajib uper ke petugas PPSA, untuk digabungkan dengan PPKB dan meneruskan
proses entry permohonan PPKB.

(7) Manajer Usaha atau Petugas yang ditunjuk menetapkan rencana pelayanan jasa dermaga pada
lembar PPKB setelah rnelalui rapat PPSA .

(8) Petugas PPSA melakukan entry penetapan pelayanan jasa dcrmaga ke dalarn aplikasi SIUK
kernudian rnenyerahkan lcrnbar ke G (enarn) asli PPKB copy terakhir kcpada Perusahaan
Bongkar Muat.

(9) Berdasarkan PPKB yang sudah ditetapkan, Perusahaan Bongkar Muat melaksanakan kegiatan
bongkar/muat barang dari dan ke kapal.
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· Kepala gudang rnengawasi, rnepcatat dan melaporkan realisasi pelayanan jasa dermaga setiap
bari ke dalam Laporan Harian Barang (LHB).

Setelah kegiatan bongkar/rnuat berakhir, maka Dinas Pelayanan Kapal dan Barang mengisi
.fonnulir Bukti Pemakaian Ruang Penurnpukan (BPRP) selarnbat-larnbatnya 1 x 24 jam.

Barang yang akan dibongkar rnuat tidak boleh ditumpuk di dermaga.

Pas a I 13
Pelayanan Pemasukan Barang

Kc Fasilitas Penumpukan Gudang / Lapangan

. Perusahaan Bongkar Muat (bersarna-sarna dengan perusahaan pelayaran) rnengajukan
pennintaan pelayanan bongkar/rnuat barang dari dan ke gudangllapangan dengan mengisi
· fonnulir PPKB dan menyerahkannya kepada PPSA selarnbat-Iarnbatnya 1 X 24 jam sebelum
pelaksanaan pekerjaan, dilarnpiri dokumen pendukung sebagai berikut :

Daftar bongkar.
Rencana muat.

c. Copy manifest.
d. Pemyataan barang berbahaya (jika ada).
e. Delivery order.

~ Petugas PPSA menerima PPKB dari Perusahaan Bongkar Muat dengan rneneliti
a. Kelengkapan dokumen pendukung permohonan,
b. Daftar rincian saldo dan tanggal jatuh tempo piutang kernudian dicetak,

Apabila PPKB yang diajukan oleh Perusahaan Bongkar Muat tidak dilampiri dengan
dokumen pendukung yang lengkap sebagaimana ayat (I) pada pasal ini, dan piutang sudah
jatuh tempo (Iebih dari 15 hari), maka petugas PPSA mengembalikan PPKB ke Perusahaan
Bongkar Muat dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengembalian yang ditandatangani oleh
Manajer Usaha agar PPKB tersebut dapat dilengkapi persyaratannya.

PPKB yang telah lengkap dan rnernenuhi syarat, digunakan petugas PPSA sebagai dasar entry
data permohonanan pelayanan ke dalam aplikasi SIUK.

Bagi Perusahaan Bongkar Muat yang wajib Uper diberikan Daftar Perhitungan Prakiraan
Biaya (DPPB), untuk melakukan pembayaran Uper pada Bank I Kas Pelayanan.

Bukti pernbayaran Uper yang telah disahkan Bank I Kas Pelayanan diserahkan olch
"perusahaan wajib uper ke petugas PPSA, untuk digabungkan dengan PPKB dan rneneruskan
proses entry permohonan PPKB.

Manajer Usaha atau Petugas yang ditunjuk rnenetapkan rencana pelayanan jasa penumpukan
· pada lernbar PPKB setelah rnelalui rapat PPSA.

14
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Petugas PPSA melakukan entry penetapan pelayanan jasa dermaga dan penumpukan barang
ke dalam aplikasi SIUK kerriudian menyerahkan lembar ke 6 (enam) asli PPKB copy terakhir
kepada Perusahaan Bongkar Muat.

Berdasarkan PPKB yang sudah ditetapkan, Perusahaan Bongkar Muat melaksanakan kegiatan
bongkar/muat barang dari dan ke gudang/lapangan.

Kepala gudang mengawasi, mencatat tanggal dan volume pernasukan barang bongkaran ke
dalam gudang/lapangan dan pengeluaran barang dari gudang/lapangan pada buku jurnal
harian gudang dengan dilampiri gambar situasi posisi barang yang kernudian dilaporkan ke
Assisten Manajer Pelayanan Kapal dan barang.

Setelah kegiatan bongkar/muat berakhir, maka Dinas Pelayanan Kapal dan Barang mengisi
formulir Bukti Pemakaian Ruang Penumpukan (BPRP) selambat-Iambatnya I x 24 jam.

Pasal14
Pelayanan Pengeluaran Barang

Dari Fasilitas Penumpukan (Gudang I Lapangan)

Perusahaan Bongkar Muat mengajukan permintaan pengeluaran barang dari gudang/lapangan
dengan mengisi formulir PPKB dan menyerahkannya kepada PPSA selambat-Iambatnya 1 X
24 jam sebelum pelaksanaan pekerjaan, dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut :

a. Nama kapal yang mengangkut barang dimaksud.
b. Daftar bongkar.
c. Rencana muat.
d. Copy manifest.
e. Pernyataan barang berbahaya (jika ada).
f. Delivery order.

Petugas PPSA menerima PPKB dari Perusahaan Bongkar Muat dengan meneliti

a. Kelengkapan dokumen pendukung permohonan,
b. Daftar rincian saldo dan tanggal jatuh tempo piutang kemudian dicetak,

Apabila PPKB yang diajukan oleh Perusahaan Bongkar Muat tidak dilarnpiri dengan
dokumen pendukung yang lengkap sebagaimana ayat (I) pada pasal ini, dan piutang sudah
jatuh tempo (Iebih dari 15 hari), maka petugas PPSA mengembalikan PPKI3 kc Pcrusahaan
Bongkar Muat dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengembalian yang ditandatangani oleh
Manajer Usaha agar PPKB tersebut dapat dilengkapi persyaratannya.

PPKI3 yang telah lengkap dan rnemenuhi syarat, digunakan petugas PPSA scbagai dasar entry
data permohonanan pelayanan ke dalam aplikasi SIUK.

Bagi Perusahaan Bongkar Muat yang wajib Uper diberikan Daftar Perhitungan Prakiraan
Biaya CDPPB), untuk rnelakukan pembayaran Upcr pada Bank I Kas Pelayanan.
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